
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTADEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NoMoR :r7 4 / HK.03.2-Kpt I 327 6 I KPU-Kot/Ix I 2o2o

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2O2O DALAM KONDISI BENCANA

NONALAM CORONA yrRUS D/SEASE 2Or9 (COVTD-Lq)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat

(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2Ol7 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok menJrusun

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O

Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus

Disease 20 I 9 (COVID- I 9\;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 A

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2O2O tentang Penetepan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang, Pemungutan suara serentak yang ditunda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

pada bulan Desember 2O2O, dengan menerapkan

protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan

tahapan ...
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C

tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Wali kota dan Wakil Wali Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b,

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Depok tentang Pedoman Teknis Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Depok Tahun 2O2O Dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corona Virus Disease 2OI9 (COVID-19).

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok

dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2OOB tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Mengingat

Sekretariat
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Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenlKota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tat,run 2OO8;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2Ol7 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danf atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 8261, sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2O2O tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 980);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2Ol7 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 827);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2077 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2079 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan IJmum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum KabupatenlKota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 32O),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O2O Tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan (Jmum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun
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Tahun 2O2O Nomor 2OL);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2079 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Betita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus

Disease 2019 (Couid-19) (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 716) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 10 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danf alau

Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus

Disease 2019 (Couid-19) (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 981).

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 247 lPL.O3.S-Kpt/O3 /KPU lIIl/ 2Ol8

tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana

Memperhatikan

Kampanye



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 179 lPL.O2-KptlOl/KPU/illl2O2O
tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

danf atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O

Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kota

Depok Nomor 255/PK.O I-8A13276/KPU-

KotllXl2O2O tentang Penetapan Pedoman Teknis

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPAI{YE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2O2O DALAM KONDISI BENCANA

NONALAM CORONA VrRUS DTSEASE 2Ot9 (COVTD-191

Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun

2O2O Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus

Disease 2OL9 (Couid-19) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir untuk keperluan

dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU yang terdiri atas:

1. Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan;

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Peserta Pemilihan;

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye Peserta Pemilihan;

4. Berita Acara dan Tanda Terima Untuk Keperluan

Laporan





-7 -

LAMPIRAN I

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NoMoR : L7 4 I HK.03.2-Kpt I s276 I KPU-KoI/IX/ 2O2o

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DEPOK TAHUN 2O2O DALAM KONDISI BENCANA

NONALAM CORONA yIRUS DTSEASE2OT9 (COVID-Iq)

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2O2O DALAM

KONDTST BENCANA NONALAM COROI/A yIRUS D/SEASE 2OL9 (COVID-Lq)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O

merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi

Undang-Undang. Beberapa perubahan mendasar dibanding dengan undang-

undang sebelumnya, memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis

sebagaimana perintah undang-undang, dijabarkan KPU RI dengan

menerbitkan Peraturan KPU.

Mengingat banyaknya hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail

dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi

Pemilihan Umum Kota Depok menerbitkan Pedoman Teknis Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O yang

merupakan tahapan penting dalam menyebarkan informasi dalam setiap

tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci dan mudah dipahami oleh

semua orang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota diperintahkan untuk men5rusun

dan menetapkan Keputusan KPU KabupatenlKota tentang pedoman teknis

Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan

Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini. Oleh karena

itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok men)rusun dan menetapkan
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pedoman ini untuk menjadi panduan terutama bagi penyelenggara, peserta,

pemilih, stakeholder, dan masyarakat umum yang terlibat pada Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O.

B. Maksud dan Tlrjuan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 5 Tahun 2OI7 tentang

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, danf atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disesuaikan

dengan situasi dan kondisi di Kota Depok dengan maksud menjadi panduan:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan

Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun

2020;

2. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Waii Kota Depok Tahun 2O2O dalam

mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran

Dana Kampanye; dan

3. Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan

penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas:

1. Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan,

ruang lingkup, pengertian umum dan asas;

2. Dana Kampanye yang menguraikan sumber, bentuk dan pembatasan

pembiayaan kampanye, pembatasan dana kampanye, dan rekening

khusus dana kampanye;

3. Pelaporan Dana Kampanye yang menguraikan pencatatan dana

kampanye, pelaporan dana kampanye, laporan awal dana kampanye,

laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, laporan penerimaan

dan pengeluaran dana kampanye; dan

4. Audit Dana Kampanye yang menguraikan bentuk perikatan dan tujuan
audit.

D. Pengertian Umum

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:
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1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O,

selanjutnya disebut Pemilihan adalah peiaksanaan kedaulatan rakyat di

Kota Depok untuk memilih Wali Kota dan Wakii Wali Kota Depok Tahun

2O2O secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU

RI adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur undang-undang Pemilihan.

3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah

lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU

Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan

Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang.

5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya

disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah Badan yang mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Barat.

6. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, selanjutnya disingkat KPU Kota

Depok adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan

Wakil WaIi Kota Depok Tahun 2O2O berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam undang-undang pemilihan.

7. Badan Pengawas Pemilu Kota Kota Depok yang selanjutnya disebut

Bawaslu Kota Depok adalah Badan untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilu di wilayah Kota Depok.

8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Depok yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta

Pemilihan.
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9. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

L945.

10. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik

nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai

Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat

mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Depok Tahun 2O2O.

11. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah

kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau

informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan

Pemilih.

I2.Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa

yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan

Partai Poiitik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai

kegiatan Kampanye Pemilihan.

13. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung

penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari

rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik.

14.Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah

pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye,

sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian

perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum

pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan

sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

15. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya

disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan
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yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU

Kota Depok.

16. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya

disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan

dan pengeluaran Dana Kampanye.

17. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oieh Pasangan Calon yang

digunakan untuk keperluan audit.

18. Akuntan Fublik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang

telah memeroleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam

peraturan perundangundangan mengenai Akuntan Publik.

19. Kantor Akuntan Publik, yeng selanjutnya disingkat KAP adalah badan

usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan mendapatkan rzin usaha berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.

20. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah

saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik

dengan menggunakan jaringan internet.

21. Hari adalah hari kalender.

E. Asas

1. KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak Lanjutan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O, berpedoman pada

ASAS:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. kepastian hukum;

e. tertib;

f. kepentingan umum;

g. keterbukaan;

h. proporsionalitas;

i. profesionalitas;

j. akuntabilitas;

k. efisiensi;

1. efektivitas.
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2. Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip

sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga diselenggarakan dengan

mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan penyelenggara

Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat

dalam penyelenggaraan Pemilihan, berpedoman pada protokol kesehatan

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9).
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BAB II

DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik bersumber dari:

a. Pasangan Calon;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau

c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:

a. Pasangan Calon; dan/atau

b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud dalam Angkat t huruf a dan Angka 2 huruf a berasal dari harta

kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.

Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik sebagaimana dimaksud dalam Angka t huruf b berasal dari

keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon.

Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud

dalam Angka t huruf c dan Angka 2 huruf b berasal dari:

a. perseorangan;

b. kelompok;

c. badan hukum swasta.

Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga

Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau

anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan

sebagaimana dimaksud pada Angka 5 huruf a.

Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud

pada Angka 5, tidak berasai dari tindak pidana, dan bersifat tidak

mengikat.

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Angka 3, dapat

berbentuk:

2

3

4

5

7

8
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a. uang;

b. barang; dan/atau

c. jasa.

9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada

Angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro,

surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.

10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada

Angka B huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang

dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat

sumbangan itu diterima.

1 1. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada Angka

8 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang

manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang

dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat

sumbangan itu diterima.

12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana

dimaksud pada Angka 10 dan Angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar

yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

13. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik sebagaimana dimaksud dalam Angka 4, nilainya paling banyak Rp.

750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik

selama masa Kampanye.

14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 huruf a, nilainya paling banyak

Rp. 75.OOO.OO0,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.

15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau

badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 huruf b dan

huruf c, nilainya paling banyak Rp. 75O.O00.O00,- (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah) selama masa Kampanye.

16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik,

pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum

sebagaimana dimaksud pada Angka 13, Angka 14, dan Angka 15, bersifat

kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.

L7. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 dan Angka 5



-t6-

meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa

yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.

18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak

lain sebagaimana dimaksud pada Angka 17 harus dilengkapi dengan

identitas penyumbang yang mencakup:

a. Partai Politik:

1) nama Partai Politik;

2l alamat Partai Politik;

3) nomor akte pendirian Partai Politik;

4l Nomor Pokok Wajib Pajak;

5) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;

6) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;

7l jumlah sumbangan;

8) asal perolehan dana; dan

9) pernyataan pen5rumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

b. perseorangan:

1) nama;

2l tempat/tanggal lahir dan umur;

3) alamat penyumbang;

4l nomor telepon/telepon genggam (aktif);

5) nomor identitas;

6) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);

7l pekerjaan;

8) alamat pekerjaan;

9) jumlah sumbangan;

10) asal perolehan dana; dan

11) pernyataan pen5rumbang bahwa:

a) penlrumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
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c. kelompok:

1) nama kelompok;

2) alamat kelompok;

3) nomor identitas pimpinan kelompok;

4l nomor telepon/telepon genggam (aktif);

5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok,

apabila ada;

6) nama dan alamat pimpinan kelompok;

7l jumlah sumbangan;

8) asal perolehan dana;

9) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;

dan

10) pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

d. badan hukum swasta:

1) nama badan hukum swasta;

2l alamat badan hukum swasta;

3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;

4l Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;

5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;

6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan

hukum swasta;

7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;

8) jumlah sumbangan;

9) asal perolehan dana;

10) keterangan tentang status badan hukum; dan

11) pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan paiiit berdasarkan putusan

pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
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19. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana

dimaksud pada Angka 18 huruf d wajib dilampiri salinan akte pendirian

badan usaha.

20. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

Angka 17 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor

rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai

identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada Angka 18.

21. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada Angka 20 dapat

berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

22. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 17 yang

dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat

pernyataan pen5rumbang sebagaimana dimaksud pada Angka 18.

23. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan

melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 13, Angka 14,

dan Angka 15:

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Depok; dan

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14

(empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

24. KPU Kota Depok memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan

sebagaimana dimaksud pada Angka 23 ke kas Negara.

25. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar

harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

26. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi

jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan

yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan KPU Nomor 5

Tahun 2OL7 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil

Walikota.

27. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang

dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang

batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5

Tahun 2Ol7 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
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Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil

Walikota.

Bagian Kedua

Pembatasan Dana Kampanye

KPU Kota Depok menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye

dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye,

perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan

Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis,

logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara

menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya

daerah;

b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar

biaya daerah;

c. pertemuan tatap muka : jumlah peserta x frekuensi x standar biaya

daerah;

d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh

persen) x jumlah pemilih) x Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

e. jasa manajemen/konsultan;

f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang

jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kota Depok; dan

g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang

jumlahnya pada keputusan KPU Kota Depok.

Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kota

Depok berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan

masukan.

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

Angka 1 dan Angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok

untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memerhatikan

hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada Angka 3.

2
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Bagian Ketiga

Rekening Khusus Dana Kampanye

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening

Khusus Dana Kampanye pada bank umum.

Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Angka 1

dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan Pasangan Calon.

Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada Angka 2 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen

tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud

pada Angka 1 dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan

Calon.

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang

diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

Angka 3 dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu)

nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Angka 1 kepada KPU Kota Depok.

Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 6

yang telah disampaikan kepada KPU Kota Depok tidak dapat ditarik
dan/atau dilakukan penggantian.

Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

Angka 6 menjadi Lampiran pada LADK dan LPPDK.

6
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BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pencatatan Dana Kampanye

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan

berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan pelaporannya

menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon

dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon

perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye

sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan

Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan

pihak lain.

5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan

sumbangan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dalam pembukuan

penerimaan Dana Kampanye.

6. Partai Politik atau Gabungan Partai Poiitik wajib menyampaikan

pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

Angka 5 kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.

7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud

pada Angka 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran

dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.

9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada Angka 8 terpisah dari

pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.

10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada Angka 8 mencakup informasi

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti

pen geluaran yan g dapat dipertanggun gj awabkan.
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1 1. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada Angka 8 dan Angka 9 dimulai

sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada

saat masa Kampanye berakhir.

Bagian Kedua

Pelaporan Dana Kampanye

Pasangan Calon wajib men1rusun dan menyampaikan laporan Dana

Kampanye kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Depok Tahun 2O2O.

Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar

belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye

sebagaimana dimaksud pada Angka 1.

Pasangan Calon wajib men5rusun dan menyampaikan laporan Dana

Kampanye yang terdiri atas:

a, LADK;

b. LPSDK; dan

c. LPPDK.

Bagian Ketiga

Laporan Awal Dana Kampanye

LADK sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Angka 3 huruf a yaitu

pembukuan yang memuat informasi:

a. Rekening Khusus Dana Kampanye;

b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh

sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan

d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dimulai sejak

pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat

penetapan Pasangan Calon.

Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam

Angka 1 kepada KPU Kota Depok 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
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LADK sebagaimana dimaksud pada Angka 3 disampaikan kepada KPU

Kota Depok paling lambat pukul 18.00 WIB.

Format LADK sebagaimana dimaksud pada Angka 3 tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 dapat

disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Angka 6 wajib

menyerahkan surat tugas.

KPU Kota Depok menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang

ditunjuk.

KPU Kota Depok melakukan pencermatan terhadap:

a. cakupan informasi; dan

b. format LADK.

KPU Kota Depok membuat tanda terima LADK yang ditandatangani

bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

KPU Kota Depok menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.

Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana

dimaksud pada Angka 9 tidak lengkap, KPU Kota Depok membuat catatan

khusus dalam berita acara.

Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam Angka

10 dan Angka 11 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KPU Kota Depok mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah

menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam Angka 6 pada papan

pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok.

Bagian Keempat

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Angka 3 huruf b

merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima

Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.

LPSDK sebagaimana dimaksud pada Angka 1 ditutup 1 (satu) hari

sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Depok.

Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam

Angka 1 kepada KPU Kota sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi
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Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O.

LPSDK sebagaimana dimaksud pada Angka 3 disampaikan kepada KPU

Kota Depok paling lambat pukul 18.00 WIB.

Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada Angka 3 tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 dapat disampaikan oleh

Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Angka 6 wajib

menyerahkan surat tugas.

KPU Kota Depok menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas

yang ditunjuk.

KPU Kota Depok melakukan pencermatan terhadap:

a. cakupan informasi; dan

b. format LPSDK.

KPU Kota Depok membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani

bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
KPU Kota Depok menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita

7

8

9

10

11

acara.

12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana

dimaksud pada Angka 9 tidak lengkap, KPU Kota Depok membuat catatan

khusus dalam berita acara.

13. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam

Angka 10 dan Angka 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

14. KPU Kota Depok mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari

setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Angka 8 pada

papan pengumuman danf atau laman KPU Kota Depok.

Bagian Kelima

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Angka 3 huruf c
adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran

Dana Kampanye Pasangan Calon.

1
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2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye

dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada Angka 2, menggunakan

pendekatan aktivitas.

4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Depok untuk
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 1 (satu) hari

setelah masa Kampanye berakhir.

5. LPPDK sebagaimana dimaksud pada Angka 4 disampaikan kepada KPU

Kota Depok paling iambat pukul 18.00 WIB.

6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada Angka 4 tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

7. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 dapat disampaikan oleh

Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Angka 7 wajib

menyerahkan surat tugas.

9. KPU Kota Depok menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas

yang ditunjuk.

10. KPU Kota Depok membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani

bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
1 1. KPU Kota Depok menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita

acara

12. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 Angka 10 dan Angka 11 dibuat dengan format tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

13. KPU Kota Depok menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam

Angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah

diterimanya LPPDK.
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BAB IV

PERSIAPAN AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit

kepatuhan.

Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Angka l, adalah

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang Dana Kampanye.

Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 berupa

opini patuh atau tidak patuh.

Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 adalah

untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

Bagian Kedua

Seleksi Kantor Akuntan Publik

KPU Kota Depok melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana

Kampanye.

Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada Angka 1 termasuk dalam

kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada Angka 1

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KPU Kota Depok menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana

dimaksud dalam Angka 1 untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu)

Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.

KAP sebagaimana dimaksud pada Angka 3 dapat melakukan audit LPPDK

Pasangan Calon di daerah lainnya.

KPU Kota Depok melakukan seleksi terhadap KAP yang dapat mengikuti

pengadaan jasa Audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

1

2

3

4

5

6



7

-27 -

a. memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik

Indonesia;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;

c. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh);

d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye; dan

e. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan

surat pernyataan di atas kertas bermaterai.

AP dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit Dana Kampanye harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bagi

AP yang ditugaskan;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi AP yang ditugaskan;

c. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan

Partai Politik dan/atau tim kampanye Pasangan Calon bagi AP dan

personil yang ditugaskan daiam tim audit;

d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye bagi AP dan

personil yang ditugaskan dalam tim audit;

e. struktur tim audit paling sedikit terdiri dari:

1) AP sebagai partner in charge (yang menandatangani laporan hasil

audit);

2) 1 (satu) orang ketua tim (koordinator harian di lapangan); dan

3) 1 (satu) orang anggota tim (melaksanakan prosedur audit).

f. tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf e,

wajib memiliki pengalaman kerja audit di KAP, dan pendidikan

minimal:

1) ketua tim: 3 (tiga) tahun, S1 Akuntansi; dan

2l anggota tim: 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi;

g. diutamakan memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang

diselenggarakan oleh asosiasi profesi Akuntan Publik, yang masih

berlaku;
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h. sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dipenuhi

oleh AP dan ketua tim; dan

i. surat tugas dari KAP kepada personil yang akan melakukan audit

Dana Kampanye.

8. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OII
tentang Akuntan Publik, pada saat memberikan jasanya, Akuntan Publik

harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik

profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan

Publik.

9. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan

bahwa laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan harus diaudit oleh AP,

sehingga dalam pelaksanaannya dan merujuk pada tujuan dilakukannya

audit adalah untuk memberikan pendapat atau menyatakan kesimpuian

atas suatu hal pokok dibandingkan dengan kriteria, maka kerangka

perikatan yang tepat untuk digunakan adalah perikatan asurans dalam

hal ini Standar Perikatan Asurans (SPA) 3OO0. Akuntan Publik harus

memenuhi keseluruhan unsur standar yang terdapat dalam SPA 3000

khususnya dalam perikatan keyakinan memadai.

10. KAP yang hanya memiliki 1 (satu) AP dan memenLrhi persyaratan wajib

melakukan kerja sama dengan KAP lainnya. Kerja sama dilakukan dengan

ketentuan:

a. ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan

apabila AP meninggai dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

b. surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah

pihak;

c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP yang memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang mengatur tentang Dana Kampanye;

d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal dunia, izin AP

dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan ; dan

e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan

audit Dana Kampanye di wilayah yang sama.
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11. Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU

Kota Depok sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani.

KPU Kota Depok menetapkan KAP pengganti.

Bagian Ketiga

Perikatan Audit

AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari

KAP yang ditetapkan KPU Kota Depok.

AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada Angka 1 wajib

membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:

a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

Pasangan Calon perseorangan; dan

b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada

Angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana

Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.

AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada

Angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang

diselenggarakan oleh KPU Kota Depok.

AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada Angka 1

bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

KPU Kota Depok menunjuk KAP dengan ketentuan 1 (satu) KAP

melakukan audit LPPDK Pasangan Calon untuk 1 (satu) Pasangan Calon

dalam satu wilayah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2O2O.

Kontrak yang digunakan untuk pengadaan jasa KAP yaitu kontrak

lumpsump.

AP harus menyepakati ketentuan perikatan dengan pihak KPU Kota

Depok.

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, ketentuan yang telah

disepakati didokumentasikan dalam suatu surat perikatan atau bentuk

kontrak lainnya yang sesuai.
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10. Jika pihak KPU Kota Depok bukan merupakan pihak yang bertanggung

jawab, sifat dan isi surat perikatan atau kontrak dapat bervariasi.

Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan dapat memenuhi

ketentuan untuk menyepakati klausui-klausul dalam surat perikatan.

Bahkan dalam situasi demikian, surat perikatan dapat berguna baik bagi

AP maupun pihak KPU Kota Depok.

Bagian Keempat

Perencanaan Audit

Auditor harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga

perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.

Perencanaan yang memadai membantu auditor untuk mencurahkan

perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan,

mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta

mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu auditor untuk

mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan,

serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota

tim.

Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan

kondisi perikatan.

Faktor yang dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan perikatan

asurans meliputi:

a. ketentuan perikatan;

b. karakteristik hal pokok dan kriteria yang diidentifikasi;

c. proses perikatan dan kemungkinan sumber bukti;

d. pemahaman auditor atas laporan Dana Kampanye, termasuk risiko

bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian

material;

e. identifikasi pengguna yang dituju dan kebutuhan mereka, serta

pertimbangan terhadap materialitas dan komponen risiko perikatan

asurans; dan

f. kebutuhan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas

keterlibatan pakar.
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Auditor harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan

sikap skeptisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak

biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian

material dalam informasi hal pokok.

Sikap skeptisme profesional berarti auditor membuat penilaian kritis,

dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang

diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau

menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi

yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Perencanaan audit meliputi:

a. kegiatan penilaian risiko; dan

b. pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

Perencanaan audit yang berupa penilaian risiko meliputi hal-hal sebagai

berikut:

a. Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Pasangan Calon tentang

kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, auditor berusaha

untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Pasangan Calon

disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan

kriteria yang ditetapkan. Hai ini dilakukan dengan mendesain

pemeriksaan untuk mendeteksi baik ketidakpatuhan yang tidak

disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi

Pasangan Calon.

b. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor-faktor seperti

perlunya pertimbangan, penggunaan sampling, dan keterbatasan

bawaan pengendalian intern terhadap kepatuhan dan karena banyak

bukti yang tersedia bagi auditor bersifat persuasif, bukan konklusif.

c. Prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak

disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi

ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui

persekongkolan antara Pasangan Calon dengan pihak ketiga.

d. Penemuan kemudian bahwa terdapat ketidakpatuhan material tidak

menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau

pertimbangan auditor.

e. Auditor harus mengurangi risiko perikatan asurans ke suatu tingkat

rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan.



-32-

f. Risiko perikatan asurans adalah risiko yang timbul sebagai akibat

praktisi menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi

kesalahan penyajian material atas hal pokok.

g. Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal

pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian dan risiko

deteksi.

10. Perencanaan audit yang berupa pemerolehan pemahaman atas

persyaratan kepatuhan tertentu meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Auditor harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu

yang terdapat dalam Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan.

b. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas,

auditor harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1) undang-undang, peraturan, dan ketentuan dalam Pedoman Audit,

yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana

Kampanye;

2l pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang

diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di

dalam Pasangan Calon; dan

3) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang

diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di

luar Pasangan Calon (seperti pihak pengatur KPU dan KPU Kota

Depok).

c. Auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan

kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi

dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal

pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur

pengumpulan bukti lebih ianjut.

d. Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi

lainnya dari perikatan merupakan suatu bagian esensial dalam

perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans.

e. Pemahaman tersebut menyediakan bagi auditor suatu kerangka acuan

untuk menggunakan pertimbangan profesional selama perikatan,

sebagai contoh ketika:

1) mempertimbangkan karakteristik hal pokok;

2l menilai kesesuaian kriteria;
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3) mengidentifikasi diperlukannya pertimbangan khusus, sebagai

contoh faktor-faktor yang mengindikasikan adanya kecurangan,

dan kebutuhan atas keahlian khusus atau pekerjaan seorang

pakar;

4l menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai

ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (f ika relevan), dan

mempertimbangkan faktor-faktor materialitas kualitatif;

5) mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;

6) merancang dan melaksanakan prosedur pengumpulan bukti lebih

lanjut untuk mengurangi risiko perikatan asurans ke tingkat yang

tepat; dan

7) mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan

tulisan pihak yang bertanggung jawab.

f. Auditor harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau

mengukur hal pokok.

g. Kriteria ada-lah pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau

mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk
penyajian dan pengungkapan.

h. Dalam pelaporan perikatan asurans kerangka kepatuhan, kriteria

yang digunakan adalah PKPU Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

11. Daiam pemeriksaan atas Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan

Pasangan Caion terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, auditor

harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans

ketika merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan asurans.

12. Auditor mempertimbangkan materialitas ketika menentukan sifat, saat,

dan iuas prosedur pengumpulan bukti, dan ketika mengevaluasi apakah

informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian.

13. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki

nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan

tersebut berapapun nilai nominalnya berdampak langsung terhadap

kepatuhan laporan dana kampanye pasangan calon.

L4. Pengguna laporan dana kampanye memiliki kepentingan yang tinggi

terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku
(aspek kepatuhan).
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i5. Batasan materialitas pemeriksaan laporan dana kampanye cenderung

lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan

dana kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas,

ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Kewajiban Kantor Akuntan Publik

KAP yang ditunjuk KPU Kota Depok melaksanakan audit dengan ketentuan:

1. Auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat

penugasan dari KAP yang ditunjuk KPU Kota Depok;

2. KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan

audit kepada KPU Kota Depok paling lambat 15 (lima belas) hari sejak

diterimanya LPPDK Pasangan Calon dari KPU Kota Depok;

3. Dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit,

KAP wajib menggunakan pedoman audit Dana Kampanye peserta

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

4. KAP wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Pedoman Teknis ini.
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BAB V

PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Audit

KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari

terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kota Depok sebagaimana

dimaksud dalam Bab III Bagian Kelima Angka 13.

Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan

semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.

Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:

a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan

pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye,

dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan

dan pengeluaran Dana Kampanye;

b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;

c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan

d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Bagian Kedua

Representasi

1. Auditor harus memperoleh representasi dari Pasangan Calon.

2. Konfirmasi tertulis atas representasi lisan mengurangi kemungkinan

terjadinya kesalahpahaman antara auditor dengan Pasangan Calon.

3. Secara khusus auditor meminta dari KPU Kota Depok suatu representasi

tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok

dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan apakah representasi

tertulis tersebut akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna

yang dituju.

4. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan

dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan

suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan.

5. Auditor juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan

laporan asurans.
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Bagian Ketiga

Pemerolehan Bukti

1. Auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis

untuk menyatakan kesimpulan.

2. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran

kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut.

3. Auditor mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh

bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

4. Auditor menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme dalam

mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan

ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans.

5. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya daiam pelaksanaan audit

atas laporan dana kampanye dapat mempengaruhi pertimbangan

profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

6. Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung

pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga auditor perlu

mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai

bukti.

7. Namun demikian perikatan asurans jarang sekaii mencakup autentikasi

dokumentasi karena auditor tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal

autentikasi tersebut.

8. Relevansi berkaitan dengan hubungan iogis dengan tujuan prosedur audit

dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan.

9. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin

dipengaruhi oleh arah pengujian.

10. Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan

teknik asurans, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai

bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup

pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain

perikatan.

1 1. Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus

dalam audit dana kampanye ini, KPU memberikan batasan jumlah sampel

yang diambil paling sedikit 30 sampel, namun demikian auditor perlu

mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk menunjang

kesimpulan yang akan diambil.
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12. Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapat auditor

terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit.

13. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

a. inspeksi;

b. observasi;

c. konfirmasi;

d. penghitungan kembali;

e. prosedur analitis; dan

f. memadukan beberapa prosedur lainnya sebagai tambahan atau

alternatif.

Bagian Keempat

Dokumentasi

Auditor harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam

menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa

perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA.

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang dasar auditor atas seluruh

hai signifikan yang membutuhkan penggunaan pertimbangan, dan

kesimpulan terkait.

Eksistensi pertanyaan-pertanyaan yang sulit atas prinsip atau

pertimbangan, memerlukan pendokumentasian untuk mencantumkan

fakta-fakta reievan yang diketahui oleh auditor ketika kesimpulan ditarik.

Auditor harus men5rusun dokumentasi audit yang memadai terkait

dengan sifat, saat, dan luas prosedur audit, prosedur audit yang

dilaksanakan, bukti audit yang diperoleh, serta ha1-hal signifikan yang

timbul selama proses audit, dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil,

serta pertimbangan profesional signifikan yang dibuat untuk mencapai

ke simpulan-ke simpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang

dilaksanakan, auditor harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah

diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut dan tanggal

pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan

tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.
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Bagian Kelima

Prosedur Yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal

dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit dana

kampanye.

Auditor diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam

menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan

keadaan masing-masing perikatan dengan mempertimbangkan tingkat

materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas dan

waktu prosedur.

Auditor dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya

terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur

lain, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh auditor untuk
mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Prosedur di bawah ini direkomendasikan sebagai titik awal bagi auditor

dalam melakukan audit dana kampanye.

Tabel prosedur pengujian atas masing-masing Asersi:

No. Asersi Kriteria Prosedur Audit

A Pengujian Asersi untuk Umum

1 Cakupan

Pelaporan

Pasangan Calon

melaporkan LPPDK

beserta dokumen

pendukung (paling

lambat 1 (satu) hari

sejak berakhirnya

masa kampanye

paling lambat pukul

18.00 waktu setempat)

kepada KPU Kota

Depok.

a. Dapatkan LPPDK beserta

laporan pendukung terkait

dari KPU Provinsi/KIP Aceh

atau KPU/ KIP

Kabupaten/Kota, seperti

yang tercantum dalam

tanda terima penyerahan

LPPDK;

b. Periksa kelengkapan

dokumen pendukung

LPPDK yang diserahkan

kepada KPU Kota Depok;

c. Periksa kesesuaian tanggal

dan waktu tanda terima

penyerahan LPPDK, yaitu
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paling lambat 1 (satu) hari

sejak berakhirnya masa

kampanye paling lambat

pukul 18. OO waktu

setempat; dan

d. Lakukan konfirmasi kepada

KPU Kota Depok terkait

kesesuaian batas waktu

penyampaian LPPDK

Pasangan Calon fiika
diperlukan).

2 Periode Pencatatan

dan Pelaporan

Pasangan Calon

melakukan

pencatatan

penerimaan dan

Pengeluaran Dana

Kampanye dimulai

sejak pembukaan

Rekening Khusus

Dana Kampanye

(RKDK) dan ditutup
pada saat masa

Kampanye berakhir.

a. Periksa kesesuaian tanggal

awal dan akhir pencatatan

Penerimaan Dana

Kampanye pada Formulir

yang terkait;

b. Periksa kesesuaian tanggal

awal dan akhir pencatatan

Pengeluaran Dana

Kampanye pada Formulir

yang terkait; dan

c. Ambil sampel pada tanggal

awal dan akhir pencatatan

penerimaan dan

pengeluaran dari huruf a

dan huruf b di atas, dan

lakukan pengujian pisah

batas (cut-off test).

B Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu

3 Rekening Khusus

Dana Kampanye

(RKDK)

a. Untuk Pasangan

Calon yang

diusulkan oleh

Partai Politik atau

Gabungan Partai

Politik, Penempatan

Dana Kampanye

Periksa kesesuaian

kepemilikan RKDK dengan

cara membandingkan nama

pemilik RKDK antara

informasi yang tercantum

dalam rekening koran dengan

nama Pasangan Calon terkait.
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berupa uang pada

RKDK atas nama

Pasangan Calon,

dibuka oleh Partai

Politik atau

Gabungan Partai

Politik yang

mengusulkan

Pasangan Calon

pada Bank Umum.

b. Untuk Pasangan

Calon

Perseorangan,

Penempatan Dana

Kampanye berupa

uang pada RKDK

yang dibuka oleh

dan atas nama

Pasangan Calon

Perseorangan pada

Bank Umum.

4 Batasan

Maksimum

Sumbangan

Pasangan Calon

mematuhi jumlah

penerimaan

sumbangan

(mencakup uang,

barang, dan/atau jasa

yang dapat

dikonversikan dengan

nilai uang, termasuk

hutang dan diskon

pembelian barang

atau jasa yang

melebihi batas

kewajaran transaksi
jual beli secara umum)

a. Mengingat batasan atas

nilai sumbangan berlaku

untuk jumlah sumbangan

secara akumulatif (bukan

berdasarkan transaksi)

untuk setiap pemberi dana,

maka LADK, LPSDK, dan

LPPDK wajib direkapitulasi

oleh Pasangan Calon atau

tim kampanye berdasarkan

nama pemberi dana.

b. Tentukan kepatuhan atas

batasan jumlah maksimum

penerimaan sumbangan

(mencakup uang, barang,

I
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yang dilaporkan dalam

LADK, LPSDK dan

LPPDK tidak melebihi

jumlah:

a. Rp750.O0O.000,00

(tujuh ratus lima

puluh juta rupiah)

untuk penyumbang

Partai Politik atau

Gabungan Partai

Politik;

b. Rp 75.000.000,00

(tujuh puluh lima
juta rupiah) untuk
peny'umbang pihak

lain perseorangan;

dan

c. Rp750.0O0.000,00

(tujuh ratus lima

puluh juta rupiah)

untuk penyumbang

kelompok dan/atau

badan Hukum

swasta.

dan/atau jasa yang dapat

dikonversikan dengan nilai

uang, termasuk hutang dan

diskon pembelian barang

atau jasa yang melebihi

batas kewajaran transaksi

jual beli secara umum)

dengan mengacu pada

ketentuan dan peraturan

yang berlaku, antara lain:

1)permintaan keterangan

pada Pasangan Calon;

2) dapatkan daftar pemberi

sumbangan dan surat

pernyataan pen1rumbang;

3) dapatkan daftar

sumbangan berupa

barang, dan/atau jasa

yang dapat

dikonversikan dengan

nilai uang, termasuk

hutang dan diskon

pembelian barang atau

jasa yang melebihi batas

kewajaran transaksi jual

beli secara umum yang

dikonversi berdasarkan

harga pasar yang wajar;

4) ambil sampel dan

telusuri penerimaan

sumbangan dalam

bentuk uang melalui

rekening koran;

5) lakukan pengujian

melalui perhitungan

kembali atas nilai
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konversi sumbangan

dalam bentuk

barang/jasa;

6) ambil yang mewakili

masingmasing jenis

penyumbang dan

lakukan inspeksi atas

catatan dan daftar

penerimaan sumbangan;

dan

7) lakukan konfirmasi

melalui surat, telepon,

atau kunjungan kepada

pemberi sumbangan

untuk memastikan

keberadaan dan

keakurasian sumbangan

jika diperlukan.

c. Jika terdapat

ketidakpatuhan terhadap

batasan sumbangan dan,

atau sumbangan dari pihak

yang dilarang, sajikan

dalam bentuk daftar yang

mencakup nama pemberi

sumbangan dan identitas

terkait, serta jumlah dan

jenis sumbangan yang

diberikan.

5 Batasan

Pengeluaran Dana

Kampanye

Pasangan Calon

mematuhi

pembatasan

pengeluaran Dana

Kampanye

berdasarkan

Keputusan KPU.

Tentukan kepatuhan atas

batasan jumlah maksimum

pembiayaan Dana Kampanye

(uang, barang, jasa, atau

bentuk lainnya) dengan

mengacu pada ketentuan dan

peraturan yang berlaku
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dengan cara, antara lain:

a. dapatkan Keputusan KPU

Kota Depok tentang

pembatasan pengeluaran

Dana Kampanye;

b. dapatkan Keputusan

mengenai standar biaya

daerah;

c. dapatkan rincian biaya dan

rekapitulasi pengeluaran

Dana Kampanye beserta

dokumen pendukungnya;

d. lakukan permintaan

keterangan pada Pasangan

Calon atau Tim Kampanye;

e. ambil sampel yang

mewakili seluruh aktivitas;

f. lakukan uji subtantif

terhadap keberadaan dan

penilaian bukti pendukung

dari aktivitas pengeluaran

dana kampanye;

g. tentukan keakurasian

matematis dengan cara

melakukan perhitungan

kembali; dan

h. telusuri pengeluaran Dana

Kampanye melalui rekening

koran.

Jika terdapat ketidakpatuhan

terhadap batasan pengeluaran

Dana Kampanye, sajikan

dalam bentuk jumlah

pengeluaran yang melampaui

batasan maksimum.

6 Ketepatan waktu Pasangan Calon a. Penyampaian LADK dan
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Pelaporan LADK,

LPSDK dan LPPDK

ke KPU Kota

Depok serta

Penyetoran

Sumbangan yang

dilarang ke kas

Negara.

mematuhi penyerahan

LADK sesuai dengan

waktu yang telah

ditetapkan yaitu 1

(satu) hari sebelum

masa Kampanye

paling lambat pukul

18.0O waktu setempat.

Pasangan Calon

mematuhi penyerahan

LPSDK sesuai dengan

jadwal sebagaimana

ditetapkan dalam

Peraturan KPU yang

mengatur tentang

tahapan, program dan

jadwal, kepada KPU

Kota Depok paling

lambat pukul 18.O0

waktu setempat.

Pasangan Calon

mematuhi ketentuan

mengenai sumbangan

yang dilarang, yaitu:

a. tidak menggunakan

sumbangan yang

dilarang tersebut;

b. menyetorkan

sumbangan yang

dilarang ke kas

Negara; dan

c. melaporkan

sumbangan yang

dilarang.

LPSDK

Dapatkan LADK dan

LPSDK beserta laporan

pendukung terkait dari KPU

Kota Depok, seperti yang

tercantum dalam tanda terima

Penyerahan LADK dan

LPSDK.

Periksa kelengkapan

dokumen pendukung LADK

dan LPSDK yang diserahkan

kepada KPU Kota Depok.

Periksa kesesuaian

tanggal dan waktu tanda

terima penyerahan LADK dan

LPSDK yaitu paling lambat I
(satu) hari sejak berakhirnya

masa kampanye paling lambat

pukul 18.00 waktu setempat.

Lakukan konfirmasi

kepada KPU Kota Depok

terkait kesesuaian batas

waktu penyampaian LADK

dan LPSDK Pasangan Calon

fiika diperlukan).

b. Sumbangan yang dilarang

Periksa transaksi

penerimaan sumbangan

untuk melihat ada tidaknya

transaksi penerimaan yang

dilarang berdasarkan

ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

Mengacu ke daftar

sumbangan yang dilarang

berdasarkan Peraturan KPU,
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lakukan verifikasi dengan

bukti lapor kepada KPU Kota

Depok dan bukti Surat

Setoran Penerimaan Negara

Bukan Pajak (SSPNBP).

C LADK dan LPSDK

7 Periode laporan

penerimaan dan

pengeluaran

Pasangan Calon

mematuhi lingkup

waktu pencatatan

penerimaan dan

pengeluaran LADK

yaitu lingkup waktu

pencatatan

penerimaan dan

pengeluaran LADK

yang dilaporkan,

dimulai sejak

pembukaan RKDK dan

ditutup pada saat

Pasangan Calon

ditetapkan sebagai

Peserta Pemilihan.

Pasangan Calon

mematuhi lingkup

waktu pencatatan

penerimaan LPSDK

yaitu lingkup waktu

pencatatan

penerimaan yang

dilaporkan,

pembukuannya

dimulai 1 (satu) hari

setelah Pasangan

Calon ditetapkan

sebagai Peserta

ditutup 1 (satu) hari

a. Periksa kesesuaian tanggal

awal dan akhir pencatatan

penerimaan Dana

Kampanye pada formulir

yang terkait.

b. Periksa kesesuaian tanggal

awal dan akhir pencatatan

pengeluaran Dana

Kampanye pada formulir

yang terkait.

c. Ambil sampel pada tanggal

awal dan akhir pencatatan

penerimaan dan

pengeluaran dari huruf a

dan b di atas, kemudian

lakukan prosedur

pengujian pisah batas (cut-

off test).
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sebelum laporan

penerimaan

sumbangan

disampaikan kepada

KPU Kota Depok.

8 Pembukaan RKDK

nama bank dan

nama pemilik

RKDK

Pasangan Calon

membuka RKDK pada

bank umum yang

mempunyai

perwakilan di provinsi

dan/atau

kabupaten/kota di

seluruh wilayah

Indonesia atas nama

Pasangan Calon.

Spesimen tanda

tangan dilakukan oleh

Pasangan Calon untuk
Pasangan Calon

Perseorangan atau

bersama dengan

Partai Politik atau

Gabungan Partai

Politik bagi Pasangan

Calon yang diusulkan

Partai Politik atau

Gabungan Partai

Politik.

RKDK terpisah

dari rekening pribadi

Pasangan Calon dan

Pengelola RKDK yaitu

Pasangan Calon dan

Partai Politik atau

Gabungan Partai

Politik yang

a. Telaah kesesuaian bank

tempat pembukaan RKDK

dengan ketentuan dalam

Peraturan KPU yaitu Bank

mempunyai perwakilan di

provinsi dan/atau

kabupaten I kota di seluruh

wilayah Indonesia.

b. Periksa kesesuaian tanggal

pembukaan RKDK dengan

ketentuan yang berlaku,

yaitu RKDK dibentuk

paling lambat pada saat

penetapan Pasangan Calon

sebagai peserta Pemilihan

oleh KPU Kota Depok.

c. Periksa kesesuaian

kepemilikan RKDK dengan

cara membandingkan nama

pemilik RKDK antara

informasi yang tercantum

dalam rekening koran

dengan nama Pasangan

Calon terkait. Periksa

kesesuaian spesimen tanda

tangan RKDK dengan

ketentuan pembukaan

RKDK bagi Pasangan Calon

baik Pasangan Calon

Perseorangan maupun

Pasangan Calon yang
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mengusulkan

Pasangan Caion.

diusulkan Partai

atau Gabungan

Politik.

Politik

Partai

9 Cakupan LADK Pasangan Calon

men5rusun LADK yang

cakupan informasinya

memuat informasi:

a. RKDK;

b. Sumber perolehan

saldo awal atau

saldo pembukaan;

c. Rincian perhitungan

penerimaan dan

pengeluaran yang

diperoleh sebelum

pembukaan RKDK;

dan

d. Penerimaan

sumbangan yang

diperoleh dari

Pasangan Calon

atau Partai Politik

atau Gabungan

Partai Politik dan

pihak lain.

Pasangan Calon

menyusun LADK yang

cakupan informasinya

memuat seluruh

penerimaan dan

pengeluaran yang

dilakukan oleh

Pasangan Calon.

a. Periksa kesesuaian isi

LADK dengan dokumen

yang memuat informasi

pendukung seperti RKDK,

daftar sumber perolehan

saldo awal atau saldo

pembukaan, daftar rincian

perhitungan penerimaan

dan pengeluaran yang

diperoleh sebelum

pembukaan RKDK dan

daftar penerimaan

sumbangan yang diperoleh

dari Pasangan Calon atau

Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik

dan pihak lain.

b. Lakukan verifikasi

terhadap penerimaan

sumbangan yang berasal

dari Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan

Pasangan Calon.

10 Cakupan LPSDK Men5rusun

yang

informasi

LPSDK

memuat

seluruh

Periksa kesesuaian isi LPSDK

dengan dokumen yang

memuat informasi pendukung
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penenmaan

sumbangan dana

kampanye yang

diterima setelah

pelaporan LADK.

seperti daftar penerimaan

sumbangan yang berasal dari

Pasangan Calon, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan Pasangan

Calon, Perseorangan,

Kelompok, dan Badan Hukum

Swasta.
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BAB VI

PELAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota Depok paling lambat 15

(lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kota Depok

sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Kelima Angka 13.

Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada Angka 1 wajib

dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU

Kota Depok.

KPU Kota Depok menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada

Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit

dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Angka 1.

KPU Kota Depok mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye

paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada

papan pengumuman danf atau laman KPU Kota Depok.

KPU Kota Depok menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK

Pasangan Caion dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15

(lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

Bagian Kedua

Perumusan Pendapat

1 Auditor harus menyimpulkan apakah bukti yang cukup dan tepat telah

diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan

asurans.

2. Dalam mengambil kesimpulan, auditor harus mempertimbangkan seluruh

bukti yang relevan yang diperoleh terlepas apakah bukti-bukti tersebut

mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Pasangan Calon.

3. Hai-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam mengambil kesimpulan

adalah membuat suatu laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang

menyampaikan keyakinan yang diperoleh tentang informasi hal pokok.
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4. Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi auditor apakah

Asersi Pasangan Calon telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua

hal yang material.

5. Auditor harus mempertimbangkan:

a. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan

b. efek ketidakpatuhan yang ditemukan (apakah ketidakpatuhan semacam

itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan).

Bagian Ketiga

Laporan Asurans

1. Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas tentang

kesimpulan praktisi atas informasi hal pokok.

2. Walaupun secara khusus SPA 3OO0 tidak mengharuskan format yang

terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun

laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

a. suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut

merupakan suatu laporan asurans independen;

b. pihak yang dituju;

c. suatu indentilikasi dan deskripsi tentang informasi hal pokok dan, jika
relevan, tentang hal pokok;

d. pengidentifikasian kriteria;

e. jika relevan, suatu penjelasan keterbatasan yang signifikan dan inheren,

yang terkait dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok

dibandingkan dengan kriteria;

f. kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur ha1

pokok tersedia hanya bagi pengguna tertentu yang dituju, atau hanya

relevan dengan suatu tujuan tertentu, suatu pernyataan yang membatasi

penggunaan laporan asurans bagi pengguna yang dituju tersebut atau

untuk tujuan tersebut;

g. suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab

dan untuk menjelaskan tanggung jawab dari pihak yang bertanggung

jawab dan praktisi;

h. suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA;

i. suatu ikhtisar tentang pekerjaan yang telah dilakukan;
j. kesimpulan praktisi:
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1) jika tepat, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang

dituju tentang konteks yang didalamnya kesimpulan praktisi harus

dibaca; dan

2l dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus

dinyatakan dalam bentuk positif.

k. tanggal laporan asurans; dan

1. nama KAP atau praktisi, dan lokasi spesifik KAP, yang pada umumnya

adalah kota tempat berkantornya praktisi yang bertanggung jawab atas

perikatan.
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BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk

Kampanye yang berasal dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat

asing dan warga negara asing;

b. penyrrmbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan

usaha milik desa atau sebutan lain.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan

sebagaimana dimaksud pada angka 1:

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Depok; dan

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14

(empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini

sebagai auditor:

a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

perseorangan;

b. pihak yang terlibat daiam penggalangan dana atau pengeluaran uang

atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;

c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan

Pasangan Calon Perseorangan;

d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP KabupatenfKota,

pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KlP Aceh,

dan Sekretariat KPU/ KIP Kabupaten I Kota;

2

3
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e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan

KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang

normal dalam hubungan kerja sehari-hari;

f. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan

Pasangan Calon perseorangan; dan

g. pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik Akuntan Publik pada saat AP

memberikan audit kepatuhan.

Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana

Kampanye yang diaudit.

Bagian Kedua

Sanksi

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak

benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab

II Bagian Kesatu Angka 18, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang tentang Pemilihan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Bab II Bagian Kesatu Angka 13, Angka 14, Angka 15, dan Angka 23,

dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian Kedua

Angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota

Depok sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud

dalam Bab III Bagian Kelima Angka 4 dan 5, dikenai sanksi berupa

pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak
memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Bab IV Bagian Ketiga Angka 2, KAP yang bersangkutan

dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada Angka 5,

tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

1

2

J

4

5

6
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7. KPU Kota Depok menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan

pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang

bersangkutan.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu Angka 1, dikenai sanksi

berupa pembatalan Pasangan Caion yang diusulkan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Bagian Kesatu Angka l, dikenai sanksi berupa

pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang tentang Pemilihan.

10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam

Angka 2, Angka 3, Angka 4, Angka 8, dan Angka 9, sebagai berikut:

a. KPU Kota Depok melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon atau Pasangan Calon Perseorangan; dan

b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan

dalam rapat pleno.

1 1. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU

Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
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BAB VIII

DANA KAMPANYE DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA Y/RUS

D/SEASE 20 1 9 (COVTD- 1 9l

Bagian kesatu

Penyampaian laporan Dana Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK kepada KPU

Kota Depok untuk Pemiiihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. KPU Kota Depok membuat tanda terima LADK, LPSDK, dan LPPDK untuk

disampaikan kepada Pasangan Calon melalui aplikasi Dana Kampanye;

3. KPU Kota Depok menyampaikan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon

kepada KAP yang ditunjuk melalui aplikasi Dana Kampanye;

4. KAP menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota

Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. secara langsung oleh KAP atau melalui jasa pengiriman untuk hasil

audit dalam bentuk naskah asli; dan

b. melalui surat elektronik untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli

elektronik;

5. KPU Kota Depok menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye

dalam bentuk naskah asli kepada Pasangan Calon melalui jasa pengiriman

atau petugas sekretariat KPU Kota Depok dengan menerapkan protokol

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2Ol9

(COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

6. KPU Kota Depok memberikan tanda terima penyampaian hasil audit

sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Pasangan Calon dan

meminta Pasangan Calon untuk menandatangani tanda terima tersebut

dengan menerapkan protokoi kesehatan pencegahan dan pengendalian

Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dan Pasal 8;

7. KPU Kota Depok mengumumkan hasii audit laporan Dana Kampanye pada:

a. Laman KPU Kota Depok;

b. Aplikasi Dana Kampanye; dan/atau

c. Papan pengumuman.
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8. KPU Kota Depok menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit laporan Dana

Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk salinan naskah elektronik

kepada KPU melalui surat elektronik.

Bagian kedua

1. KPU Kota Depok melaksanakan sosialisasi peraturan KPU yang mengatur

mengenai Dana Kampanye Pemilihan kepada akuntan publik yang telah

ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye melalui Media

Daring.

2. Akuntan publik yang ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana

Kampanye wajib mengikuti sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka

1.

3. KPU Kota Depok memberikan akses informasi laporan Dana Kampanye

kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kota Depok

sesuai dengan tingkatannya.

4. Informasi data laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh

lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

5. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat angka 1 disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota

Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

6. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota

Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
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BAB IX

PENYAMPAIAN BERKAS LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM CORONA yrRUS D/SEASE 2019 (COVTD-Iq)

Bagian kesatu

Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan

secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilakukan

dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus

Disease 2019 (COVID-L9) sebagai berikut:

1. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan

dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;

2. sebelum berkas dokumen dan/atau periengkapan secara fisik diterima,

dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih

terbungkus;

3. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik

mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan

mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;

4. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan

mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak

paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas

dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:

a. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;

b. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan

secara fisik; dan

c. Bawaslu Kota Depok, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan

sesuai dengan tingkatannya;

5. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen

dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir danf atau berkerumun di

tempat penyerahan berkas dokumen;

6. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik

menggr.rnakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang

menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka

seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau
perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang

ierpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
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7. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;

8. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik

lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau

perlengkapan secara fisik;

9. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya

kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan

sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizerl; dan

10. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan

kebersihannya.
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BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

KPU Kota Depok memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye

kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 terdiri atas konsultasi:

a. tatap muka;

b. melalui telepon; dan

c. melalui email.

Kewajiban KPU Kota Depok dalam memberikan pelayanan yaitu:

a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kota Depok, dan dapat

dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;

b. men5rusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;

c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama,

alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kota

Depok, tanda tangan petugas dan tamu;

d. menyiapkan alamat email KPU Kota Depok; dan

e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan

publik.

Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan

Calon wajib men5rusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada

Pasangan Calon.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada Angka 4 meliputi kelompok

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu,

dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung

Pasangan Calon.

Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana

dimaksud pada Angka 4 kepada KPU Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali

Kota sebagai Lampiran LPPDK.

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum KabupatenlKota

dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana

Kampanye kepada KPU Kota.

Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada

Angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Depok.

-.)

4

5
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LAMPIRAN II

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NoMoR : 174 1HK.03.2-Kpt / 327 6 /KPU-Kot/lxl 2o2o

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2O2O DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

(covrD-1e)

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2O2O

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye;

LADK 1-PARPOL

2. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana

LADK2-PARPOL Kampanye;

3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;

LADK3-PARPOL

4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

LADK4-PARPOL Laporan Awal Dana Kampanye;

5. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

LADKS-PARPOL Kampanye Kepada Pasangan Calon;

6. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

Model LADKS-PARPOL Kampanye;

7. Surat Pernyataan Penlrumbang Pihak Lain Perseorangan;

8. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Kelompok;

9. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model

LADK 1-Perseorangan

2. Formulir Model

Laporan Awal Dana Kampanye;

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana



LADK2-Perseorangan Kampanye;

3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;

LADK3-Perseorangan

4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

LADK4-Perseorangan Laporan Awal Dana Kampanye;

5. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

LADK5-Perseorangan Kampanye;

6. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Perseorangan;

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

8. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.



MODEL LAI)KI.PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAI{ WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/ I(ABUPATEN/ KOTA
NAMA PASANGAN CALON

LAPORAN AWAL DANA I(AMPAIIYE
Periode s ld _3

2

4

5

6

Nomor Uralan Rp Unit Keterangan

A. Penerimaan 7

1 Pasangan Calons

2 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total
Penerimaan)e

3. Sumbangan Pihak Lain Perseoranganlo
4. Sumbangan Pihak Lain Kelompokrr
5. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastal2

6. Lain-Lain Komitmenl3

B. Pengeluaran.. t4

1 Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatasls

b. Pertemuan tatap muka16

c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektroniklT

d. Pembuatan desain alat peraga kampanyels
e. Penyebaran bahan kampanye kepada

umum19
f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan peraturan perundang
undangan2o

I' Lain-lainzt

2 Pengeluaran Modal22

a. Pembelian Kendaraan23

b. Pembelian Peralatan 2a

c. Lain-lainzs

3 Pengeluaran Lain-Lainzo

a. Pemberian Piutang2T

Tanggal Pembukaan Rekening :

Nama Bauk :

Nomor Rekenlng :



Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

b. Pembayaran Utang28

c. SALDO PER29

Kas di Rekening Khusus3o

Kas di 31

Barangaz

Tagihan kepada

Utang3a

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* CALON UIAKIL GUBERNUR/ITAKIL BUPATI/WAKIL

ttd.
-Nama Lengkap-

WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan
diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai denganpenetapan Pasangan Calon oleh
KPU.

4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di
Bank.

5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye

6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.

9. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan hukum swasta.



13. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

14. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU

15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, per2inan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
tatap muka meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya
produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang
mengatur tentang Kampanye.

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan
Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
(pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai,
sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun), dan Kampanye melalui media sosial.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya
administrasi bank.

22. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan aktiva tetap.

23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.



29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh
KPU.

30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan

Calon oleh KPU).

32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan
Pasangan Calon oleh KPU.

35. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

36. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupatiatau Walikota dan Wakil Walikota,
laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu



MODEL LADK2-PARPOL
LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAIT GI'BERNI'R DAN trIAIIIL GT'BERNUR/BUPATI DAN IIAITIL BT'PATI/WALIKOTA DAN WAI<IL WALIKOTA
NAMA PROVINSI/KABI'PATEN/ KOTA 

-1

NAMA PASANGAN CALON _2
DATTAR AKTTVITAS PENGELUARAN DAI{A KAIIPAIVYE

PERIODE_S/D_3

CALON GUBERNI'R/BI'PATI/WALIKOTA*

ttd
-llama Lengkap-

CALON ItrAKIL GUBERNUR/WAKIL BI'PATI/WAKL*

WALIKOTA

ttd
-!5ama Lengkap-

Keterangaa:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

l. Diisi na.ma Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan did.
2. Dii6i Da,m Pasangan Calon yang mdaporkan Dana ria.npanye.
3. Diisi dengan periode p.laporar sampai dcngan tanSgal pcn.tapan Pasangan cslon olch KPU.
4. Diisi dcngan nornor uiut kegiabn.
5. Ditui dcnsd tanssal pada saat pcngclua.ran tcljadi.

7. Diisi denSan bentuk aktivitEa KaEpan,€ clapat bcrupa:
a. Perrgetuaran Op€rasi

No. a Tanggals Bukti Pengeluaran6 Bentuk Aktivitasz Jumlah Kas (Rp)a
Jumlah Non Kas

(Unitle

Klasifikasi Pengeluaran to
Keterangantt

I 10a 21Ob 3 loc



8

9

1) Pertemw terbatas meliputi dtaia lain trsnseksi bialE lewa gedug/,1legm, c€tak undm8m, ,oro @lry, alat tulis kentor, t!6spoita8i, k@6umsi, pqizind de
Iain-lain pengeluaran terkait denAan aktivitas rapat teibatas.

2) Pertemuan tatap muka. meliputi tra.nsaksi antara lain biaya sewa 8edlm8/ruangan, c€tal undangan, roao copgr, alat tulis kantor, tErsportasi, konsumsi, periziDm de
ldn-Iain pengelua.ran terkait dengan aktivitas tatap muka.

3) Pembuatan/Produksi iktan di media massa cetak dan m€dia massa elektrorik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa
cetal dm media r,B6a elektrcnik.

4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transatsi mtda lain biayajasa pembuat n desain alat peraga K.mpsny. sebasai@ dimaksud dalam peraturan
yanS mengatur t€ntang riampanye.

s) P.D,€bar& bahe Kampanye kepada umIE mencakup kesiatar yang menimbulkaD tEnsaksi, temasuk biaya produlsi dan penyebaran bahan Kampanye yang
dibiayai oleh Pasangan Calon, ant€ra lain bialE bahan lGmpanye bempa palaian, p€nutup kepata, alat minum, k8lender, kartu nama, pin, alat tulis, payung
dan/atau stiker pating besar ukuran lO @ x 5 m sesuai Pcraturan KPU yang mengatur tertang Kampanye.

6) Kegiata lain ym8 tidal melanggar larmAan Kampmye Pd ihd dan peratuE pcludmg-undmgm m.rcakup etala lain kegiatan k€budayasn bertas seni,
panen ralB, konser musik), kegiatan olah raga GeraL jslan santai, sepeda santai), kegiatEn sosial tbarrr, donor darah, pe.Iombaan, hari ulans talun), dan kempelr
melalui media sosial.

7) tair-Lain mencakup trarsaksi peDgeruaran selain keAratan pertem@ tdbatas, pcrtemuan tatap muka, pdbuataD ikla media maea, pcmbuatan dcsaifl alat p.raga,
penyebaian bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggiar laran8an lGmpan .e dan peraturan perundang-undansan, sepeti bi,aya adminisEasi bank.

b. Pengeluaran Modal
1) Pcmbelim Kenddaa dtsi ddsm juElah/b.nyakD,! kcnddae yag dibeli dan diDilai d.nam rupiah k.nddae t ls€but berdasarksn harga pasar.
2) Pembelian PeGlatan diisi den88n jumlah/banyaknla peralat€n yms dibcli dd dinilai den8€n rupiah per.latan teEebut bcrdasdkan h.rsa past. PcEbclian pelalatan

sepedi komputer, int€ntaris dsn lain-Iain.
c. Pengeluua lain-lain dilual pengeluaran op€Esi dan p€ngeluaran mods-I.

bentuk rota umg Rupiah. Apabila tedapat Eata uang laiD, hal€ sajika ddam bentuk korvelsi mata ueg teEebut kc dalan mata uarE Rupiah dengan kurE tengan bank
Indonesia pada tangaal transalGi.
Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran bempa baranglasa ya,ls dikelueko, Unit bmpa penaeluaran berupa baran8 dm jasa, hEns disjikan darm botuk Batuan
barang dsn jasa tersebut. Jika bsrang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupialnya, mala sajikan juga nilai rupiah brang dan jasa tffsebut bedasarkan harsa pasar.
Contohnya antaE lain jasa s.rtis, sound sgsrerq sewa panggung, trarrsportasi, drJI lainlain.
Kolom Klasifikasi Peng.lua-ran diisi dengan:
a. Cek list pada kolom 1 apabila pmseluaran b€rasal dan pengeluare oper6i-
b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran b€rasal da-ri mod6l.
c. cek list Pada kolom 3 apabila perBeluarafl berasal ddi pengelurran lainlain.
Paala KoloE KeteranAe diisi dmgm hal-hal tain yeg perlu dijelaskan.
Keterangan tambahan:
a. Dafta Aldivit6 do Pageluaran Dara Kampanye dilampiri dengrn Buktibukti ftansaksi Pengeluarsn.
b. Untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubmu., Lapola ditddatmaani olch PasaDgd Calon Gub.mur dm Wakil Gub.mur.
c. Unhrk Pemilihen Bupati de Walil Bupati atau Walikota dd Wakil Walikota, laporan ditedatangui oleh Pasega Calm Bupati dan Ws*il Bupati/Pasangsn Calor

walikota dan Wakil rralikota.

10.

11
I2



MODEL LADK3.PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIIIAN GI'BTRITUR DAN WAKIL GI'BERNUR/BUPATI DAIT WATUL BI'PATI/WALIKOTA DAN ITAKIL WALIKOTA*
NAMA PROVINSI/ I{ABI'PATEI| /KOTA 

-I

NAMA PASANGAN CALON a

DATTAR SALDO DAI{A KAMPAIIYE
Periode _sld_3

NO4 I'RAIANs JUMLAII IIAS (Rpf o WMLAII NOt{ I{AS (Unit) ? KETERANGANs

CALON GUBERNUR/BUPATI/\TALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

UIAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-



Keterangaa:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

l. Diisi dersar nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi narna Pasangan Calor yang mclaporkafl Dafla Kahpdyc.
3. Diisi dengan pcriodc p€laporan sffnpai dcngaD tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Disi d.ngan nomor urut.
5. Diisi den8an saldo awat pcmbukaan Rckcning Iarusus Dana xampanye daD sardo akhir periode tutup buku.
6. Diisi dcngan nilai rupiah apabila saldo/kas ters€but berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk kof€rsi mata uang tcBcbut kc dalEm

mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indodesia pada tegAal tlaseksi.
7. Diisi dengsn J'umlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit b€rupa barang harus disajikan d€lam bentuk satuan barang terEebut. Jika barang terebut

dapat diketalui nilai !upis-hn)'a, maka sajikan juga nilai rupiah bararg t€rcebut b€rdasarlrrn harga pasar.
8. Paala Kolom KeteresaD dtui de[gan hal-hal laiD ,iang perlu dU€laskan.
9. KctcEnAe tambahan:

a. UDhrk Pemitihan Gubemur dan weLil cubemur,Iapore ditandatanadi oleh Pasangan calon Gubmur de wakil Gubeou.
b. UDtuk P€milihan Bupati dan walil Bupati atau Wdikota dan Wakil Walikota, LapoIan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan calon

Walikota alan wskil walikota
"pilih salah satu



MODEL LADK4.PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIIIAN GUBERNUR DAN WANIL GI'BERNIIR/BUPATI DAN WArIL
BUPATI/UTALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI/ KABUPATEII/ KOTA
NAMA PASANGAN CALON

SI'RAT PERI{YATAAN TANGGUNG JAITAB
ATAS

LI\PORAN AWAL DANA KAMPAIiTYE
TANGGAL S/D-

Yang bertanda tangan di bawah ini:

i. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota

: Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Adatah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota *(nama daerah pemilihan) 

- 

periode tanggal
sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

- 

Tahun
_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI 

-) 

berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggun gj awabkannya.



Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

-,CALON GTIBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* CALON WAKIL GUBERNUR/ WAKIL BUPATI/WAKI

trIALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap- ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
*) Coret yang tidak perlu



LOGO PARPOL/GABUNGAN

PARTAI POLITIK/GABIING/IN PARPOL
DEWAT{ PIMPINAN DA"ERAII PROVINSI/ITABI'PATEN/KOTA*I

NAMAPROVINSI/KABUPATEN/KOTA 2

LAPORAN PEITERIMAAN SUMBANGAN DAIiIA KAMPA}TYE
KEPADA PASANGAN rlaT_nlr

Periode tanggal 

- 

zld 

-4

Ketua Parpol/Gabungm Parpol
ttd.

-Nama Lengkap-

Kctcrangu:

laporm ini disusun olch Pafri Politik atau Gabungm P{tai Politik

I Diisi dengu nma Partai Politik atau Gabungm Partai Politik pengusung Pasmgm Calon.

2 Diisi dengm nma Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihm berlmgsung

s Diisi dcngu nma Pasmgm Calon ymg diusung Partai Politik atau GabunSm Partai Politik.

4 Diisi dengm periode sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

5 Diisi dengan nomor urut.

3

....20.

Bendahara Parpol/ Gabungm Parpol
ttd.

-Nama Lengkap-

MODEL I,ADKs-PARPIOL

5t{o. Tanggal6
Junlah Sumbangan 7 BeatuL Sumbangan 8

Asal Sumbangane
Nomor Rekenlng

Pen5rumbaaglo
Nomor Rekenlng

Penerimall Buktlr2 Keteraagaal3
(RP) 7" Unlt 7b Tunals' Barangsb Jasa8"



o Diisi dengm tanggal pemberim sumbangm Dma Kampmye.
7 Diisi dengm jumlah sumbmgm Dana Kampmye yang diterima

a Diisi dengu Jumlah Sumbilgm Dana Kampmye dalm bentuk uang/rupiah (temasuk sumbmgan dalm bentuk buang/jasa yang telah dikonversi ke dalm rupiah sesuai dengm huga pasu)
b Diisi dengu Jumlah Sumbmgan Dana Kmpmye dalm bentuk Barang

8 Diisi dengo Bentuk sumbangan Dana Kmpmye yang diterima

a Diisi dengm bentuk sumbmgan Dana Kampmye berupa umg tunai

b Diisi dengm bentuk sumbmgan Dana Kmpmye berupa brug
c Diisi dengm bentuk sumbmgan Dma Kmpmye berupa jasa

9 Diisi dengm asal sumbmgan Dana Kampmye/pemberi sumbmgm Dana Kampanye

10 Diisi dengm nomor rekening penyumbang (sumbmgm tunai)

1l Diisi dengm nomor rekening penerima sumbangan Dma Kmpmyelsumbangan tunai)

12 Diisi dengm bukti sumbmgan Dana Kampanye(bukti transfer, nota barang, dll)

13 Diisi dengan keterangan terkait sumbmgm Dma Kampanye

14 Untuk cabungm Partai Politik ditmdatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon



L(XIO PARPOL/CABI'ITGAII
PARPIOL

PARTAI POLITIK/ GABIJilGAN P/IR"POL

DEWAN PIMPINAil DAERAH PROVINSI/I(ABI'PATEN/KOTATI

NA"ItlA PROVINSI/KABITPATEN/KOTA 2

DAF'TAR PENERIM/IAN SI'MBANGAN DANA I(AMPANYE PASANGAN CALON

PERIODE 

-slit-'

LITMPIRAN FORMULIR MODEL
L/U)KS.PARPOL

NO
ASAL SITMBA}IGAN
DAITA KAMPANYE

BENTUK SIIMBANGAN DANA KAMPANYE
JII}II.AII

(Rp.) t KtrnnaxcAx eUANG 5 BARAilG 6 JASA 7

lnp.) lRp.l 6 lUnlt) 6b (Rp.) "' lBentuk) ^

I Pasangan Calonlo

a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikotar0"
b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil

Walikotarob

c Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politikrt
a. Nama Partai Politikrt"
b. Nama Partai Politikt rb

c. dst.

Sumbangan Pihak l,ain Perseorangan 12

a. Nama Penyumb^rrg t"

Alamat Penyumbang !2b:

No. Telp Penyumbang r2': ...

No. Identitas Penyumbang''0,..........

No. NPWP Penyumbang 12"

b. dst.

Sumbangan Pihal< Lain Kelompok 13

a. Nama Kelompok 13'

Alamat Kelompok r3b

No. Telp Kelompok "' , .............

4.



No. Identitas pimpinan kelompok '3d , .......

No. NPWP pimpinan Kelompok r3'

b. dst.

Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ra5.

a. Nama Badan hukum swasta 14'

Alamat Badan hukum Swasta rab 
:.

No. Telp Badan hukum Swasta la"

No. Identitas Badan hukum Swasta lad

No. NPWP Badan hukum Swasta ra'

b. dst.

TOTAL TOTAL 15 TOTAL 15 TOTAL 15 TOTAL 15

Ketua Parpol/Gabungan Parpol Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd.

-Nama lrngkap-
ttd.

-Nama kngkap-

L.E@ lal dL!ro o[.b Prd.l loutll rt ! O.blrao P.rtd l|olidl
!. Dii.i dc.au t:@ Panai Folitik atau Gabungd Pdtai Politik Pcngulung Pa..ngs Calon
2, Dibi d.nas m Provin$/lGbupat n/Kota t mp.t Pcmilibd boldg.ung
3 Di.i deas trlm Pa6gd C€IoD yaDa diu.ura Partli Folitik arau cabulgo Partai [,olitik
4, Dituli.kn p.riod.Iapotu P.nditM SumbanAo D6a K@parDr (pcriodc .dpai dcnAd taiAgal p.nctapd Pqlartge Cdon oleh rPq.
5, Dltul d.nas total p.ner'ul:M .@beg!n Dss (rhP8ny. JEtrg b.rula lEg dal'm b.ntuk mta uEnS Rupiah. apab'la t ftl.pat hata u.rg ls.in, fr.r<a diejtkan

dar@ b.ntuk konEEi @ta 
'ag 

tcebut ke dalM frata ueg Ruphh d6as kuN t.ngah Bank Inddeie pada t p{8al tre.srci,
6. P.nditr:ffi s8balge D.E (lmpsyc y.nA bcr!6hrL tEanAl

& Dli.l <ienEsnjumlah peneri@ sumtdgs, Dafu l(AmpuF dcnge rilai Rupiah yangturup.lGr hsil konEFi haErat ddn lai Ruptah b.rdaskd halga p@d
b. Dibi d.ngo ju, ah stue unit sumbsAa bcNpa baaig yag dtt rlrB,

7- Pcreti@ Slhbeg& Dae (ampaiy. ,6A t rbdtukje:
a. Diki dmgm jmlah Frdim.fu sumbange DaF (mpe}! dcngo rnbl Rupiqh yaog erupat<ai hdil koMfti jaa kc dalm nilai Rupi.h hddaErkm har8. pas,
b. Dn.i d.nga b.ntuk .@banee b.tup. j6a y6g ditcrim.

a. Dii.i d.na&jumlah p.D.riM sufrhqrau Dad Klmpaiy. d.nEe nilai Rupiah {mcrup.rd hsil pc{unlahd tiap bati3 peda kolom s + 6a + 7a)

9. Dii.i dcn8o hal-hsl lain yana pcnu dij.laskan, &pc.ti rindai fumL.h unlt pada kolon batare.i.n js&
lO, P.nertb$ )dA b.roal tlart P.s&grn C.rlon yus luhh.r ddoya tEAsal ddi rEna k kalM pribadi Pa.mAm c.ron:

2

caP



a. Dii.i dcnge tr!@ C&n cubchu/Bup.tilwalikota b.ert .ibn !Ecri,l:!!Ey.
b, Diisl d.nge n@ Calon Waldl Guhehur/lvrldl BuDad/Walrtl Walj*ota t6sta ,llt p.turitlll,fuF

a, Dud d.nga n@ Part t Poudk beqta ntll pcn dna,mya
b. Diii d.nAd n6a P.ltri FoUtiL b.rata nilai ptEritllllmy.

12. Diili d.Dge juEl.i $Db.!gs D.E l6hpey. Fna b.E!al.i.ri ltEbaigs pirEt r.ir Frffirgo
& DIt.t <lerae !)l@ leryubaDg
b. Dini d.nas d'lEt p.,!pmh.ng
c. DIbt .lenge nomor tclcpo p.nyumbdg yeg dap.t dihubutrgl (aktif)

d. Diii d.ngs nomr iddtitcr DdyuEh.Dg
., Dnri ddgen Nofur Poko!. Waib Paj.r( p.ny@ben8 {ep.bila e.ta}

13, DItll d.ngd juruah 3Mbange Dam lkmp.ny. yarlg bee3.l dad Buba!96 !'lhal rdi k lompok &suai t.i.rtlta. p.!y@be!rg k l6poL
a. Di.i d.nge t)Ma kcloEDok pcDyumbang

b, Dibi aLngs .loat k roEpok FnyuEbog
c. Ditst d.nas nond tellpd k loEpot penyMb.ng yalA .tapat .tihubungi {a!.tI)
d. Dlbi ddrAm mmr idcltit s p@iepir Lel@pok
c. D,i{ dcDAe Nolu Pokot wejib Psjak pcmimpin k iohpok

1a. Diid .i.ngo 36b.igd ,sig te.rl dsi 3rEhangd bade hul.@ .sata &Mi idhtit ! p.Dyubara bad$ hutum sst .

a. Dii.i dcngu t:!m bad& hu&us M.ta pclruEbdrg
b, Dtui dogE sr.hat pdylbb.Dg
c, Dti.t d.ngd nomor telcpor ptrpilM bade hukue rwasta yeg dapat alihubuDgi {a}d4
d. Dii.i dmgd trdor idotits payuEbang dapat 6.rupa akt p.ndii6 b.d.- hukDh !'eta.
e. Dibi dcoge N@d Pokok wqjib Pqjak badan huLr .tet!

15. Dii.i i6a.r totd kB.nnhs po.rtt:ls stDb.rgs DdE l(aEpdr.ldrrg tlit ri,E Pt!.DAd Cslon
16, Untul Gabutgd Paltai Pbldk ditodatang&i oleh Gabrgm Pa(tai PoliiL FDgu.ug Palogd Cslon d.n @p P...rgu Calon

*pilih salah satu

J



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERITYATAAN PET{YUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA I(AIVIPAITTE PEMILIHAI{ GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAXIL BUPATI/WALIKOTA DAN UTAKIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
AsalPerolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Karni tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama PasanganCalon

SURAT PERNYATAAN PET{YUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA I(AMPAI{YEPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WArrrL BUPATI/WALIKOTA DAIrI UIAKTL WALIKOTA

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
Nomor Telepon/Telepon
Genggam (akti|
Nomor NPWP
Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

NOMOR: _



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNTATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

DANA I(AMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN UIAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAI{ IVAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN TtrIAKIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor Telepon/Telepon
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



MODEL LADKI-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GIIBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/ I(ABUPATEN/ KOTA
NAMA PASANGAN CALON 2

LAPORAN AWAL DANA KAMPAITYE
Periode_s/d 

-3Tanggal Pembukaan Rekening
Nama Bank
Nomor Rekening

,5

6

Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

A. PenerimaanT

Pasangan Calon8

2 SumbanganPihak Lain Perseorangane

3 Sumbangan Pihak Lain Kelompoklo
4 Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastall
5 Lain-Lain Komitmenl2

B. Pengeluaran. 13

1 Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatasla

b. Pertemuan tatap mukals
c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan

media massa elektronikl6

d. Pembuatan desain alat peraga kampanyelT
e. Penyebaran bahan kampanye kepada

umum18

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang-
undanganle

I' Lain-lainzo

2 Pengeluaran Moda121

a. PembelianKendaraan22

b. PembelianPeralatan23

c. Lain-Iain2a

J Pengeluaran Lain-Lain2s

a. PemberianPiutang26

b. PembayaranUtang2T

c. SALDO PER 28

1.



Nomor Uraian Rp Unit Keteratrgan

Kas di Rekening Khusus2e

Kas di

Barang3 I

Tagihan kepada

Utang33

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* CALONWAKILGUBERNT'R/WAKILBUPATI/WAKIL

ttd.
-Nama Lengkap-

WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
5. Diisi dengan narna bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon

oleh KPU.
8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan

pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak
lain perseorangarl tersebut.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lainkelompok, seperti kelompok organisasi nonpemerintah, kelompok
organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain badan hukum swasta.

12. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

13. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon
oleh KPU.

14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-
lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap
muka dan dialog. Meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya
produksi) iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

30



17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain
alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur
tentang Kampanye.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan
pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon
didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang
tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang
dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan
olah raga (gerak jaian santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah,
perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan
tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga,
penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya
administrasi bank.

21. Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan
aktiva tetap.

22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer,
inventaris dan lain-lain.

24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk alrtiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-
lain.

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon
oleh KPU).

31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per

tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan
Pasangan Calon oleh KPU.

34. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

35. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,
laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota.

*pilih salah satu



MODEL LADK2-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GT'BERNUR DAN UIAKIL GUBERIVUR/BUPATI DAN WAKIL BI'PATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVINSI/KABI'PATEN/ KOTA 

-I

NAMA PASANGAN CALON 

-2

DAT"TAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA I(AMPAITYE
PERIODE _S/D _ 3

CALON GUBERNI'R/ BUPATI/ WALIKOTA

ttd.
-l{ama Lengkap-

CALON WAXIL GUBERNUR/WAKIL BIIPATI/ WAXIL

WALIKOTA

ttd.
-l{ama Le.gkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

l. Diisi nama Provinsi/Kabupat€n/Kota tempat Passngan Cslon mencalonkan did.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang mclaporl(Bll Dana riamparyc.
3. Ditui dc4an p.riod. pclapor6n sEpai dcnSe tanssal pcnctapan Passngan Cslon oleh KPU.
4. Diisi detrgar nornff urut kegiatsn.
5. Diisi dcngan tanggal pada saat p€ngcluaran tcrjadi.

7. Diisi d6ga'r bmtuk aktivit s kgD[En].e dEIEt beruIE:
a. P.ngcluaran Operasi

No. a Tanggals Bukti Pengeluaran6 Bentuk AktivitasT Jumlah Kas (Rp)a
Jumlah Non Kas

pnit;e
Klasifikasi Pengeluaran lo

Keterangant t

I l0a 2rob 3 loc



8

9

r) P.rtcEue tdbatas meliputi antara lain tlasaksi biaya 54a gedusg/ruangan, cetak unddge, roto @pg, alat tulis kmtor, tldsportasi, k6sunsi, pcrizinan dan
lai{-lain p€ngeluaEn terkait dengan akivitas Epat tcrbatas.

lain-larn pengeluaEn tcrkait dcngEn aktivitas tatap muka.
3) Pembuatan/Produksi ikrd di Ecdia massa cetak dan mcdia massa clcktrcdk mencakup transalsi antam lain biaya pembuataD (biaya produksl ikre Mcdia mase

cctak dan media tna$a elekhonik.
4) I,cmbuatan desain alat penga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatu dcsain alat pcraga Kampanye sebagaimana dimar{sud dalam peratumn

ya.ng meDgatur tcntang Ksmpsnye.
5) Penyebaran balan Kampanye kepada uhum mencakup kegiatan yang meniobulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyeberan banan Kampanlt yE U

dibiayai oleh Pasesan Calon, antara lain biaya bahe Kelpanye berupa pal<aian, penutup kepala, alat minu, kalender, ksrtu rma, piq alat tulis, payunA
dan/atau stike. paring besd ukuta lO cm x 5 cm, r,€suar Peraturm KPU yarg reneatuI tentq.rtg r(amparl]'€.

6) Kcgiat n lain J€ng tidal melanSgd Iamsan Ksmpanye PemilihaD dd peEhrran pcMdes-undangsn mencakup antara lain kegiatan kebudayaan lpertas s€ni,
panen raya, kms6! musik), kegiatEn okn raSa Gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosia.l (bazar, donor darah, pe omba-6r, hdi ulang tahud, dan kampanye
melelui media sosial

7) Iain-Lain mencakup tlansaksi penseludd s.laiir kcgiatsn pertemuan tsbatas, rErtemue tatap nuka, pcrEbuatan iklan media rnasa, pembuatan d€sain alat peraga,
p€ny€baran bahe kupanye, dan kegiatsn lain yang tidak Eels.rEgar lsrangan Kampmye dan peEturd p€rundeg-urdege, scpcrti biaya adminbtrasi bsnk.

b. Pengeluaran Modal
r) Pcmbclisn Kendaraan diisi deDsd julah/banyalmya kendaram yans dibcfi dan diDilai dengsn rupiah ken&raan tersebut berdasarkan harga pasar.
2) Pcmbclian Peralatan diisi densan jumlah/bmyalnrya peratatan yanS dibeli dan dinitai dcnsd rupiah peralatan tcrsebut berdasa.rkan harga pasar. Pemb€lisn peralatan

3eperti komputer, invenhris dan lain-lain.
c. P€ngeluaran lain-Iair dillr peryeluarai operasi dan p€ngEludan modsl.
Diisi dengan nilai.upiah penseluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atAu konversi ba.mng/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) bmpa ues haus disajikan dala.nt
bmtuk mata uang Ruptah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bdtuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang RuPiah denSan kurs t€ngah bank
IDdoDesia pada tsnggal trBns€Isi.
Diisi densFn jumlah satuan unit pengeluaran berupa b4angAasa yang dikelua*an, Unit berupa pensclu@ bcrupa barsng dan jasa, hsrus disajiksn dalam bentuk satuan
barang dan jasa teEebut. Jika barang da-rl jasa tersebut dapat dikctahui nilai rupialmyE, maka sajikan jusa n ai rupiah bdas dan jasa teMbut berdasarkan harga pasar.
contohnya ant ra lain j6a artis, sornl sUsaerq sewa pansSrrng, transportasi, dan lain-lain.
Kolom Klasifikasi Pengeluare diisi dcngafl :

a. Cek list pada kobm r apabila pengeludd berasal dari p€ngeluaran operasi.
b. Cek list pada koroE 2 apabila pengelua&n berasar dad modal.
c. cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berass.l dari p€nselude lainlain.
Pada Kolom Keterangan diisi d.nse hal-har hin yang perlu d$€laskan.
Ketemngan tambahan:
a. Daftar Alftivitas dan Pcnseluaran Dana Kampany€ dilampiri d.nsan Bukti-bukti Tran$ksi Pengeluarar'
b. Untuk P.hilihan cubemur dan wakil cub.mur, Laporan ditandatan8mi olch Pasugm calor Gubcmu dan Wakil Gub€mur.
c. Untuk Pcmilihan Bupati du Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Lsporafl ditandatangani oleh Passngan Cslon Bupati dar Wakil Bupati/P6Emg.m Calon

Walikota de Walil Walil.ota.

lo.

11.
t2.



MODEL LI\DK3-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNT'R DAN WAKIL GT'BERNUR/BUPATI DAN \TAI<IL BUPATI/WALIKOTA DAN trIAKIL WALIKOTA*
NAMA PROVINST/ KABT'PATEN/ KOTA
NAMA PASANGAN CALOI{ 2

DAFTAR SALDO DANA IIAMPAITTYE

Periode s/d g

NO4 URAIANs JUMLAH KAS lRPlo JUMLAH NON KAS (Unit)z KETERANGANs

CALOIT GI'BERNI'R/ BI'PATI/WALIKOTA*

ttd
_Nama Le-gr.ap_

CALON WAKIL GUBERIIUR I W AIrIL BI'PATI/ WAI{IL

WALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

E t.lrlgrn:
l,aporafl ini disusu olch Pasangan Calon
l. Diisi dcDgan r1€ma ProviDsi/Kabupatcfl/Kota tcmpat Pase8m CaloD Eocalonkar diri.
2. Disi nama Pas€ngsn Calon yang melapor|an Dsna riampanye.
3. Diisi dengar periodc pclaporan sampai dengan tangeal p€nciapan Pasangan C€.Iofl oleh KPU.
4. Diisi d.Dgm nomor rrtut.
5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusw Dana Kampanye dart saldo alhir pdiodc tutup buku.
6. Disi dengan nilai rupi6n apabila saldo/kas ters€but berbentuk uang tunai. Apabila terdapat Eata uang lain, maka sajik n daram bentuk konversi mata uang tersebut kc dalaEr

mata umg Rupiah d.ngu kurs tengsn Ban]< Indon.sia pada teggal t!&BakBi.
7. Diisi deDsan jumlah satuan unit apabila s6ldo/kes teGebut berupa baraD& UDit berupa barang hars disajikan dalah bentuk stuan barana te.s€but. Jika barang tersebut

dapat diketalui nilai rupiahnya, mat<a sajikan juSa nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada kolom Kct ranaan diisi dengan hat-hat lain yang p€rlu dijelaskan.
9. Keterargartambahsn:

a. UDtuk Pemilihan Gubemur dd Walil Gubemur, Iapore ditandatangmi oleh Pasmga.tr Cqlon Gubemur dan Wakil Gubemu.
b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Vralikota, Laporan ditandatangani oleh PasaDgan Caton Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon

walikota dan wakil walikota

*pilih salah satu

I



MODEL LADK4.
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAII WAKIL GUBERNIIR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI / IIABUPATEN/ KOTA
NAMA PASANGAN CALON

SI'RAT PERNTATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS

LITPORAN AWAL DANA I{AMPANYE
TANGGAL 

-S/D -
Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota

Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan
pemilihan) _ periode tanggal sampai

Gubernur dan Wakil
Walikota*(nama daerah

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor Tahun dan sesuai dengan peraturan pemndang-undangan
yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode
pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI )

berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh

pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan



yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan

yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungj awabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON

GUBERNUR/BUPATI/
-,

CALON WAIUL GUBERNUR/ WAKIL

BUPATI / WAI{IL WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
*) Coret yang tidak perlu



MODEL L/IDKs-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

PE}trLITIATT GI'BERITI'R DAIT WAISL GI'BEruN'R/BT'PATI DAIT WAISL BUPATI/WALIKOTA DAIC WAIIIL WALIKOTA*

N/\ua PRoVIISI/KABITPATET/KOTA 

-r

2PASANGAN CAI,ON

D/TFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA I(A"MPA.ITYE

PERIODE s/d- 3

NO
ASAL SIIMBANGAN
DANA KAMPANYE

BENTI'I( SI'MBANGAN DANA I(AMPANYE
JI'ML/UI
lRp.)'

I(ITERANGAN 8
UANG 4 BARANG 5 JASA 6

lnp.l lRp.l s (Unltl 5b lRp.t tu lBentukl 6b

Calone

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikotae'

Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil
Walikotaeb

Pihak tain Perseorangan ln

Nama Penyumbang ro"

Alamat Penyumbang tob:

I

2.

No. Telp Penlmmbang ro":

No. Identitas Penyumbang'o0r.......

No. NPWP Penyumbang lo'

b. dst.

Sumbangan Pihak Lain Kelompok rr

a. Nama Kelompok ll"

Alamat Kelompok Ilb:

No. Telp Kelompok ll": ....................

No. Identitas pimpinan kelompok rrd

No. NPWP pimpinan Kelompok rr'



dst.

4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12

a. Nama Badan Hukum Swasta 12"

Alamat Badan Hukum Swasta r2b:.

No. Telp Badan Hukum Swasta 12"

No. Identitas Badan Hukum Swasta l2d

No. NPWP Badan Hukum Swasta r2'

b. dst.

TOTAL 13TOTAL TOTAL 13 TOTAL 13 TOTAL 13

Calon Gubernur/ Bupati/Walikota
ttd.

-Nama Lengkap-

Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
ttd.

-Nama Lengkap-

kpota ini didsun ol.h Passgan Catm
1. Dii.i d.ngd Nafu Prceine/rabupat n/Kota t.hp.t P.Eilihd b.rlaDgEung

2 Dii.i ilcnEs n.Jm Pa.ds$ C.loD P€fteo@gd
3- Dituli.kan Friod. Ilpotu PodiM Sumbdgo Dae X4prnlE heriodc .epai dmgu Engg.l Fn tape Pasad C.lon oieh X}U).

4. Diisi d.rye rotal p.n€rim@ suobdgo Dma K.mpaiy. JMg h.rupa uug dalaE b.ntuk tuta uaig &lpiah. apabila tcdapat @la uang lain, ha&a di*jikan
dals b.ntuk koneeGi oata u6g t Ebut k. daian mat uare Rrpiah dengd kua teneah Ba.k lDdon lia pada t r8g.r ttuEaki

5- Pcngit:rae Sumb.nSan D3m ,Gmpey. ,eg bcrbcntut ba@g:
a. Diisi dosu junlah penqiE@ sumbanam D.m l(ampa,rrE d.nge nilai Rupiah ymg mcrupatan lEil konHsi basna t darm nilai Rupiah H.sdk n haEa p.s
b, Dii.i d.nge jumlah .atu@ uit sumbanga tetupa b.mg ydg ditetim.

6. P.lcritrlae Sumban8Bn Dua knpdy. yeg be$c,tuk jEE
a. Diin d.nas jumlah p€ned@ BumbeEEn Dffi r.hpany. d.nss nilai Rupiah yus m.rupalan b4,l konv.r.i j@ kc dda nild RuDiah tdrlE.rt<.n hdrs pes,
b. Dti.l &ngd botuk ombogEn b.rupd jas yug dlterlm.

7. Diisi d.nge jutuLh p.n.rihd smbdge Dam Kampslr d.ngd nilai Rupian {m.ruDaks hsil D€njalolM tiap bdi3 pada kolom 4 + 5a + 6a)

a, Dti.i d.ngEn hal-hal lain rdg pcrlu dii.la.kan, 3.p.rtt rlncle jumbn unit pada kolm bamg de j@.
9. P.ncri@ yeg h.rsal ddi Padge Calon yang .Mbcr ddeya h.rs.l ddi harta k kayas pribadt Pa@E n Cal@:

& DIbi denge na@ Calon Guhmur/BuFti/W.rll@ta lErsrta nilal FEdrla.mya
b. Diisi d.nse nam C€lon walol Oub.mur/wakil Bup.ti/Wa*il Walikota b.sta nitat p.nertmaalira

r0. Dii.i ri.nao jur .n sumbarge Dam I(ahpeye yang tlc6.1 ddi .umbangu Pih.L laiD P.r6Engs.
a, Dtui d.nge !1Ma pcnyumbdg
b. Dii6i d6Ee aramat p.n umb.ra

2



c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktifl

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok wajib Pajak penyumbang (apabila ada)

I l. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.

a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (akti!
d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang

b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungl (akti!
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

13 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

I 4 Ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur/ Bupati/Walikota

*pilih salah satu

3



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERT{YATAAN PEI{YUMBANG
PIHAIT LAIN PERSEORANGAN

DANA I(AIVIPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/UIALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERI$YATAAN PEIITYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DAI{A I(AMPAI{YE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAXIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini
Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
Nomor telepon/telepon
Genggam (aktifl
Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-





LAMPIRAN III

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : t74 1HK.03.2-Kpt I 3276 IKPU-Kot/lxl 2o2o
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2O2O DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM CORO/VA WRUS D/SEASE 2019

(covrD-1e)

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK

TAHUN 2O2O

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

LPSDK1 - PARPOL Kampanye Kepada Pasangan Calon;

2. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

Model LPSDKI- PARPOL Kampanye;

3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

LPSDK2-PARPOL Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye;

4. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Perseorangan;

5. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Kelompok;

6. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

LPSDKl-Perseorangan Kampanye;

2. Formulir Model Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

LPSDK2-Perseorangan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye;

3. Surat Pernyataan PenSrumbang Pihak Lain Perseorangan;



4. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Kelompok;

5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.



LOGO PARPOL/GABI'NGAN

PARTAI POLITIIT/GABIII{GAIT PARTAI POLITIK
DEWAN PIMPINAN DAERAII PR,OVNSI/IIABI'PATEIT/KOTATI

![AMA PROVITSI/KABITPATEI/rOTA 2

I.APORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPNTYE
I(tPArrA PASAIIGAN CALO![_________3

Perlode taaggal 

- 

sampai a

Calon Gubemur/ Bupati/Walikota
ttd.

-Nama kngkap-

Kerua Parpol/Gabungm Parpol
ttd.

-Nama lrngkap-

Calon Wakil Gubemur/Wakil Bupati/Wakil
Watikota

ttd.
-Nama l€ngkap-

Bendahaa Parpol/ Gabmgm Parpol
ttd.

Ketcrmgm

laporu ini disusun oleh Partai Politik atau Gabugm Ptrtai Politik

I Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasmgm Calon

FORUULIR UODEL
LPSDKI.PARFOL

IIo.s Tanggal6
Jumlah Sumbaagan 7 Bentuk Sumbaagan 8

Asal Sumbangane
Nomor Re&ealag

Pen5rumbangro

Noaor Rekenlag
Peaerimarr

Buktlr2 Keterangant3
(Rpl '" Unit 7b Tuaai8" Barangsb Jasas'

-Nama Lengkap-

I



2 Diii d6su .,d fturli/rlbup.rnlx.h bEDd P.'Djrlm bdr,n!.b!
3 DI.i d.nau .,ff Flrrts c.l6 r.!g diurrA P.d.i nottk/o.buqd P.rrd Pod6l.

. Ddri dss& pcriod..rb!,,sD De. roEpliy. tp.dod. r (rrr) hxi Eer'tr r.^Dr dLdprncn .up D.i'rr'!o nlrsDxEo.id.nlD jrdnr*h.3riEmdihd.d
d.LD l,.nl1)fu KI,u hbrll bh.!.!, !6:r.n .r., j.rtr.i I

s Dn.idau[@mt
5Diirid63m6g!.lPdbai.'l.ut.ng[D.[yep.n,.
? D!.1d.n8D lr'Ltr rub.ras y.!g dl6,

. Dll't daEr JuDLh sur .ryo Den rs!.DL! ddm t nok @&,rudrh lt muk .mh.reu d.Lr b.nn t b.r:ngljG. J.ra..htl d&ooErt r. drr.n rud.n ou.l ddlge r,.!9. F..4
bDiijdmguJuEl.hs'x$.ntDD. x!ry.nycddoh.nfukE.tu8

a d d.n8e B.nn lr .uob.rg& tun. r@plrry. y.rg di..ris.
. r,Lr d63r b.ft'k .!Db.qu b.op. tlra nmi
b Dtui d.ryr b.nruk .ubrnau b.oD. t !rr!
. Dtui d.rym bcftk llubDsm h.rup. ju

9 Dii.i daa& -.r D6h.!3&/Frhai .lEb,!E
r0 Dllr da{o IW Et dlg Fryuh.q l.uDt les @il
U Di,.r.ioso M ElElls !.n6,-. anb.lgo ('mh.!a6 tun jl
12 Dini dE !D burdi rur.ryo lbut ri Eu&r, mtr h{.!& drl
13 DrilidEAd k EtAE ht i.rEbusu D. x.Eplrry.
14 rrftrk P.6ilihd oub.tuu .Lr w.ldl coicEu, Lpde dibdabryd:j
15 rrnhrk P.biuhr Bup'd d.n w.Lil BuD.d .t u w.lltoa daa w.ldl w.lrkoq bp.r6 ihsr.t dit rd.nlr.rn oLh P.ugu C.ld BuFd da v.idl BuFd .td

hg'8mcrloiwdirotdlnw.ldlw.hrod
16 Untu* Cn6urg& Ibn i Iblllrl drhrld.b4d or.L o.borlge Pr6i P.ridk p.nBsuna P.Ead c.r.n d& aD lr!.ruu cdo.



L(XX) PARFOL/GAAITTGAT
PARFOL

PARTAI POLITIK/GABIIITGAN P/IRP'OL
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABI'PATEI|/KOTAII

NAMA PROVINSI/KABIIPATEN/KOTA 2

DAI'IAR PENERIMAAN SI'T4BAilGAII DAI{A I(AMPANYE PASANGAI{ CALON 3

PERIODE .........8/d..........'

LIIMPIRAI{ FORMULIR MODEL
LPSDK1-PARPOL

NO
ASAL SI'MBANG/TN
DAITA KAIIPAITYE

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPAITYE
JI'}ILIUI

lRp.) 
t K TERAIIGAII 9UANG E BARAI{G 6 JASA ?

(Rp.l lRp.l & lUnttl 6 lRD.l 7' lBentuk) fr

I Pasangan Calonlo

a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikotar0"

b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil

- 
walikot"'oo

c Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politikrr

a. Nama Partai Politikrr"

b. Nama Partai Politikrrb

c. dst.

a Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 12

a. Nama Peny'umb".rg ""
Alamat Penyumbang t2o, .................

No. Telp Penyumbang 12": ....

No. Identitas Penyumbang t2d:....

No. NPWP Penyumbang 12"

b. dst.

Sumbangan Pihak Lain Kelompok 13

Nama Kelompok 13'

Alamat Kelompok r3b:

a.

No. Telp Kelompok 13"

4

I



No. Identitas pimpinan kelompok r3d

No. NPWP pimpinan Kelompok 13'

b. dst.

5 Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ra

a. Nama Badan Hukum Swasta l4a

No. Telp Badan Hukum Swasta 14c

No. Identitas Badan Hukum Swasta tad:

No. NPWP Badan Hukum Swasta l4e

b. dst.

TOTAL TOTAL 15 TOTAL 15 TOTAL 15 TOTAL 15

Calon Gubernur/ Bupati/Walikota
ttd.

-Nama Lengkap-

Ketua Parpol/ Gabungan Parpol
ttd.

-Nama lengkap-

Calon Wakfl Gubernur/Wakil Bupati/Wakil
Walikota

ttd.
-Nama Lengkap-

Bendahara Parpol/ Gabungan Parpol
ttd.

-Nama [rngkap-

Lrbru irtdlruu oLt P.nd Pbltdt.tru c.bu,au !.rt t Fortsr
r , Dibi d.nas trma Panai tblitik arau Cabungu P&t i Politik P.Dgusung P6aram caloD

2. Dii.i dengd llMa P@insi/Krbupatcn/(ota t frDat Pcmiulh b.rLnasuns
3 Dii.i d.ngs Irma Pa.mge Clion y.na diu.ung P6rtai Folitik arau Gabungd P.n!i Pbridk

4, Difillbku Friod. lapore P.citilae SMb.rse D.na Kmpey. {pdiod. r (satu) hdi s.t bn IADK dilMpaikd .mpai dmge I hdi..b.lum p.nydpaie Lporu LPSDK s3Ei dcDgm

jadwar !.basaimn. dit t.pkan dstam P.Etuta XPU t ntss tlnape, FogM dejadw.l).
s. Dii.i dcnSo total pcnoimas 3umb.nas Dam r!6pany. yEne bcrupa u6g daLe bcntrk @ts ua.e Rupiah. Apabila t rdapat @la uaig laln, oaka disjilqn

datam b.ntuk konrFi mat. ueg t6*but k rlalam h.ta ueg Rupiah daae kls t.nsah Bsnk Indonaia pad. r--@l treskli
6, P.ndih.s sumbuge Dffi lr!hp$y. yang b.rt nh,t ba.na:

a. Dii.i dcngd jumrah pcncd@ sumbaAe Doe Kampoyc ddgd nllat Rupt lr ydg erupakal hsil koncfti bafua l€ dstaE nilai k4iah b.rd.&kd h.tg. pag.
b. Dtui dass jumlah satt,s udt .umb&se b.rup. brEry y&A dit rim.

7. P.n.rimd Smbdge Dda IGDpeyc ymg bcrh..tuL j@:

2

Alamat Badan Hukum Swasta 'oo '.........



a Diisi dcngo juDlah pceritlra& .@b.ige Dala (ampalyc d6ge nilai Rupuh yeg rcrupat@ t6it k@tri je kc dalas nilai Rupiah hcd.sLan haga p..a.
b. Dtut d.hge b.ntuk .uhb&ge 6cupa,u IEJla dit ri@,

a. DiBi dcngm jumr.h pcndirllae 3umboge Da@ (lopaiye dcng.n oiLi Rupiah (mctupakd hasil perjuahrE til+ bdi! !.d. kolom 5 + {a + 7a)

9. Dit i d.nge hd-hal lain ys,rg p.du d{.la.t n. s.Frti rircie jud.n sit padr kolom bffig.Ln j*,
lO, Pa.ril!'& ,69 b.rual ddi PE .J,€e C.lon y.ng .Mb.r d&nya b.E al ddi h.rta k karts pdbadi P.ertas C.l6:

a. Diisi d6go m cdon Cubcmur/Bupari/waliLota b.ccrta nlat Dceril1:lanya
b, Dlli darge ,lea C€lon Wakil Cuh6Eur/W.lil Bupad/Walil \vditota n srta Eil.i p.ndida.nnya

a. D[.t denad ,lMa Pstai Politil. lEena nilai pd.rlril.enya
b. Dii.i d.nao trma Part4 Politrk t .dta ,i,a !.eri@ya

12. Dii.i d.nad juEhh 3lmbarge Dsa xlEpany. rana h.r.*l ddi rlEbo8e pihak lain p@@tuAs.
a. Dibi d.ngd t:,m p.n}Itub.na
b. Dlt i <ienge al@t penyumba,g

c. Diili .lcng6 nomr t Lpon pcryumbang yeg dapat dhubtEgi (akt ,
d. Diii d6Ae mhor id.ntitar p.rruEb€DA
e. Dihi d.n8rn ohor Pokok W.jib Pajsk D.nyub.ng {spatil,. .da)

13. DIbi dcnaan junlah sumb.ng& D.m(Mpdlr rar'g ber6al dad Bmtalgd pihsk lain Leloapo!. sc.uai idcntita per5umbeg kcloEpok
a,DtBi d.nge !:lm k ldpoe D.nyMb.ng
b. Dii.l denge al@t kclompoL Fnlumbsrg
c. Dibi d.nAe nomd Gl.pon kclomlDk pcrl,rtEa yatrg dapat dihuhf'gi {akti4
d. Dnd &ngd tromr iddtita! FtuituPin br.6FL
c. Diisi d.nge N@r Pokok wqjib Pqia& p.mimpin t iompot

14. DiLi dcnge sumbege Dae Xanparrt y&tg beB.l dqd .mbane& b.de hulom swdta su.l i<icntit4 p@yubarg bado hutue .get
a. Diisi doas tr.m bade hukuE .Elta pcrr@boA
b. Dibl &naan alamat D6]adb.n*
c. Dii.i d.nas @mor t.lcpon pimpi.o b6do hukum .tEta yog dapat durubunei (akti,
d. Dli.t dcbsa n@. identits FnyuEbdlg dapat b.rupa akt. p.ndiri6 bad.n huku .@ta,
.. Diisi doAe Nomr Pokok wqjib Pqjak bade hulom.w6ta

rs. Ditui.i.ng& tot lk selrNhm pm.rim.s NEtangln Dg* (upeFtEngdit riro Pa$nAe Calon
16. Untuk Pcmilibe Gubeour dan WaLil Gubcmu, Lapo@ ditaodatareatn ollh Calon Gubemur d,.n Wakil Gubemu.

14. Untu!. Gaburge Partsi Politil ditardat !rg6i oLh Gabuaean Partai Politi!. p.Dsqsuna Palsad cdon de ap Pa8arlge cdon

3



MODEL LPSDK2.
PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN IIIAKIL GUBERNUR/BUPATI DAIT WAKIL
BUPATI/trIALIKOTA DATT trIAKIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
NAMA PASANGAN CALON

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPAIiTYE
TANGGAL S/D 

-
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

2. Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

: Calon Gubernur/Bupati/Walikota

Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Bendahara Partai Politik/ Gabungan Partai Politik

3. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

4. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Walikota* serta Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik
dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Walikota*(nama daerah
pemilihan) 

- 

periode tanggal sampai



MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemiiihan Umum
Nomor Tahun dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI 

-) 

berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan
yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempe rtan ggungj awab kannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

-,

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

CALON

GUBERNUR/ BUPATI / UIALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-

ttd.
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR/WAIilL

BUPATI / WAKIL WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-

ttd.
-Nama Lengkap-

Keteranqan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik
*) Coret yang tidak perlu



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERITYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA I(AIVIPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN UIAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAIUL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL UIALIKOTA

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Karni tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

NOMOR: _



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PET{YUMBAIIG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DAI{A KAMPANYE PEMILIHAT{ GUBERNUR DAI{ WAIIIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAISL BUPATI/WALIKOTA DAIT WAITIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
Nomor telepon/telepon
genggam (aktif)
Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNTATAAN PENTUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

DANA KAMPAINTE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI
DAN WATIIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini
Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



MODEL LPSDKI.
PERSEORAI{GAN

LOGO PASANGAN CALON

PE}IILIIIAN GI'BERNI'R DAil WAI{IL GI'BERITI'R/BT'PATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAISL WALIKOTAT

NAIIA PROVINSI/ IqBT'PATEN/ KOTA

DAI"TAR PEITERIMAAN SUMBANGAN D/INA I(AIIPAITIE

PERIODE .........i/d.......... 3

NO
ASAL SUMBA"I'TGAN

DANA KA.}IPAIIIYE

BENTUK SUMBANGAIT DANA KAMPANYE
JI'MLAH

lRp.)'
KETERAISGAN 8

UAilG 4 BARAIG 6 JASA 6

(np.l lRp.) 
e

lUntt) 
s (Rp.l - lBentukl 6

Pasangan Calone

a. NamaCalon Gubernur/Bupati/Walikotae'

I

b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Walil
Walikotaeb

a Sumbangan Pihak l,ain Perseorangan ro

a. Nama Penyumb.rrg 'o"

Alamat Penyumbang lob:

No. Telp Penyumbang lo":

No. Identitas Penyumbang rod:...

No. NPWP Penyumbang ro'

b. dst.

3 Sumbangan Pihak l,ain Kelompok rr

a. Nama Kelompok ll"

Alamat Kelompok rrb:

No. Telp Kelompok rl"

No. Identitas pimpinan kelompok rrd

No. NPWP pimpinan Kelompok rr'

I

PIIS/ITTGAN CALON 2



dst.

4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta l2

a. Nama Badan Hukum Swasta l2a : .......

Alamat Badan Hukum Swasta l2b

No. Telp Badan Hukum Swasta l2c

No. ldentitas Badan Hukum Swasta l2d

No. NPWP Badan Hukum Swasta l2e

b. dst.

TOTAL 13TOTAL TOTAL 13 TOTAL 13 TOTAL 13

Calon Gubernur/Bupati/Walikota
ttd.

-Nama kngkap-

Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
ttd.

-Nama Lengkap-

Lap6e ini dilwu oleh Palege C.Ion
1. Diiri .l.nam N@a Pr@iNi/xabup.t D/KotatchpatP.bnih b.n{8sng
2 Diisi dcng6 tua P86ge C€lon Pcr@dargo

ditetapk@ datam Peatu@ XPU tentalla taharo, Drog@ dd jadwal).

4. D[!i dcngd tota, pd.ti,rl,d emDegsn Dafr lGmponyc ydg b.rula uaig ttalam batuk m.t uang &rpi.ll Apabila tcrdalEt rnat! ra! lain, m.ka diEjit n
dalam bcntuk kon@i @ta ueg tcrcbut k .Llam mta uug Rupiah d.nau L'lE teqah Bdk Indon lir p.da 6-{g.r h-u!.k.i.

5. P.tEitrl.s SuhbeAo Dua lGhpsy. yena lf,rtatuk bltus :

a, Dii.i <iengd jurrla.h pdcrilrlao Bumb@86 Dam raopalw dciAe nilai Rupqh yog ,ll@pa*6 hEil konEEi bEog k dd@ nilai Rupi.h H3slsn h&ga pae,
b. Dii.i d.nae junran qtuo unit .unb.rgEn b.rupa 6.ran8 yang .lrt.nb..

6. P.nditr:.s Suhbaau D.E l(Mpey. yanA b.rtdtuk je :

., Dibi <lcrge juDrah pdcritrll6 sumbange Da.a r@pdF dclgd nilai RupiaI y@g erupakd h6il konEEij@ k d.ram nilai Rupiah b.ntaskln h.rg. pas.
h. Dii.i d.ngd batuk.umb.ngu h.rupa j.AJEg dit rim.

7. Dibi d.nAsn jumbh p.MilEA6 sumb6g@ Dle K@paiDr ddge dlal Rupiah llrlmpelan hail rEnjuolalEr tiap tEi. !6d. koloo 4 + 5e + 6a)

3. Dii.i il.ngm hd-bd lain yEg Frlu diFlalt 4 ..p.rti dnci& jmlah uit pada kolom harug.Lr jsa,
9. PcGiltrad ydrg t6a.l ddi Pedge Cd@ yeg .ub.r daj@la bcm.d dari h6t kGbya rrbadi Pa@ge ClroD:

.. Diisi dmge D.@ Cdon cuh.mur/Bupdi/Walikota b.ert nfi p.ndiMya
b. Dn.idcoge nam Cdon war.ir Gub.ru/w.kit Bupati/wat walikot!b.c.ta nilai Fmrim.snya

tO, Dii.i d.nsEn juElah $mbuau Dda I(@paJryc yeg b.t6al ddi .Ebaige p Dk l.tn p.ftconrg&.
a. Diisi dcngd @ pcryumbog
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b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.

a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok wajib Pajak pemimpin kelompok

12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penprmbang badan hukum swasta.

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungr (akti$

d. Diisi dengan nomor identitas penyrmbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

13 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

14 Ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur/Bupati/Walikota

"pilih salah satu

3



MODEL LPSDK2.
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNI'R DAN STAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN UIAXIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA PROVTNST/ TGBUPATEN/ KOTA
NAMA PASANGAT{ CALON

SURAT PERITYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA I(A"TIIPAITTE

TANGGAL S/D 

-
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Alamat I

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Gubemur/Bupati/Walikota

2. Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Walikota*(nama daerah
pemilihan) 

- 

periode tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangal Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor Tahun dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI 

-) 

berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentan gan den gan peraturan pe rundang-undangan yang b erlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai



peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan
yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungi awabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON CALON WAITIL GUBERNUR/ITAITIL

BUPATI/WNTIL UTALIKOTA*

Ttd
-Nama Lengkap-

ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
*) Coret yang tidak perlu

-,



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERITYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN UIAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

yang bertanda tangan di bawah ini :

I

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penprmbang

-Nama Lengkap-

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kar::i tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERITYATAAN PEITYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA KAMPA}IYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN trIAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAI{ WAI(IL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
Nomor telepon/telepon
genggam (aktifl
Nomor NPWP
Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-





LAMPIRAN IV

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NoMoR i 174 1HK.03.2-Kpt I 3276 IKPU-Kot/Ixl 2o2o

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2O2O DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM COROITA WRUS D/SEASE 2OI9

(covrD-19)

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK

TAHUN 2O2O

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model : Asersi atas Laporan Penerimaan dan

LPPDKl-PARPOL Pengeluaran Dana Kampanye;

2. Formulir Model : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

LPPDK2-PARPOL Dana Kampanye;

3. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana

LPPDK3-PARPOL Kampanye;

4. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;

LPPDK4-PARPOL

5. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

LPPDKS-PARPOL Kampanye Kepada Pasangan Calon

6. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

Model LPPDKS-PARPOL Kampanye;

7. Surat Pernyataan Penlrumbang Pihak Lain Perseorangan;

8. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Kelompok;

9. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Badan hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

i. Formulir Model Asersi atas Laporan Penerimaan dan



LPPDK1-Perseorangan Pengeluaran Dana Kampanye;

2. Formulir Modei : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

LPPDK2-Perseorangan Dana

Kampanye;

3. Formulir Modei : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana

LPPDK3-Perseorangan Kampanye;

4. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;

LPPDK4-Perseorangan

5. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

LPPDKs-Perseorangan Kampanye;

6. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Perseorangan;

7. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Kelompok;

8. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.



Model LPPDKI-
PARPOL

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAITA I(AMPANYE
PASANGAN CALON YANG DIUSULKAII OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PADA PEMILIIIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNT'R/BUPATI DAN WAKIL

BUPATT/WALIKOTA DAN WAKIL UIALIKOTA*

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama :

Alamat l

Alamat domisili :

Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota-

adalah Calon Gubernur/Bupati/Walikota*, dan

2. Nama :

Alamat :

Alamat domisili :

Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota-

adalah Calon Wakil Gubernur /Wakil Bupati/Wakil Walikota *,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor
Tahun tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota** dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor Tahun tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**,
sebagai berikut:

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERI(AIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

I 2 3 4 5

A. UMUM

1 Cakupan
Laporan

Kami melaporkan LPPDK (paling
lambat 1 (satu) hari sejak
berakhirnya masa kampanye paling
lambat pukul 18.00 waktu setempat)
kepada KPU Provinsi/KlP Aceh
untuk Pemilihan Gubernur dan
KPU/KIP Kabupaten lKota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota
LPPDK dilengkapi dengan :

a. Formulir Model LPPDKI-PARPOL;
b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;

1. Undang-Undang
Nomor Tahun

tentang
Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil
Walikota**; dan

2. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
Nomor Tahun

tentans Dana



-2-

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

1 3 4 5

d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
e. Formulir Model LPPDKS-PARPOL;
f. Lampiran formulir Model LPPDKS-

PARPOL;
g. Surat pernyataan penyumbang

pihak lain perseorangan;
h. Surat pernyataan penyumbang

pihak lain kelompok;
i. Surat pernyataan penyumbang

pihak lain badan usaha;
j. Copg bukti Tagihan/Utang;
k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan

dan Transaksi Pengeluaran; dan
l. Pembukuan Dana Kampanye

Pihak Lain.

Dilampiri dengan :

a. LADK Pasangan Calon yang
dilengkapi dengan :

1) Formulir Model LADK1-
PARPOL;

2) Formulir Model LADK2-
PARPOL;

3) Formulir Model LADK3-
PARPOL;

4) Formulir Model LADK4-
PARPOL;

5) Formulir Model LADKS-
PARPOL; dan

6) Lampiran formulir Model
LADKS-PARPOL.

b. Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye yang dilengkapi
dengan:
1) Formulir Model LPSDKI-

PARPOL;
2l Lampiran formulir Model

LPSDKl-PARPOL; dan
3) Formulir Model LPSDK2-

PARPOL,

Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil
Walikota**.

2 Periode
Pencatatan
dan
Pelaporan

Kami melakukan pencatatan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye dimulai sejak pembukaan
Rekening Khusus Dana Kampanye
dan ditutup pada saat masa

2



-3-

NO. HAL UNSI'R KEPATUHAN
PERATURAN

TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

I 2 3 4 5

Kampanye berakhir

B. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILU

3 RKDKP Kami menempatkan Dana Kampanye
berupa uang, pada Rekening Khusus
Dana Kampanye yang dibuka oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami atas
nama Kami pada Bank

4 Batasan
Maksimum
Sumbangan

Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami
mematuhi jumlah penerimaan
sumbangan (mencakup uang,
barang, dan/atau jasa yang
konversikan dengan nilai uang,
termasuk hutang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan
LPPDK tidak melebihi jumlah di
bawah ini;

a) Rp. 750 Juta untuk sumbangan
dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik;

b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang
perseorangan; dan

c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang
kelompok dan/atau badan usaha
swasta

5. Batasan
Pengeluaran
Dana
Kampanye

Kami mematuhi pembatasan
pengeluaran Dana Kampanye
berdasarkan Keputusan KPU
Provinsi/KlP Aceh untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan
Keputusan KPU/KIP Kabupaten/
Kota untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati

6. Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LADK ke

Kami mematuhi penyerahan LADK
sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan yaitu 1 (satu) hari
sebelum masa Kampanye paling



-4-

NO HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERI(AIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

2 3 4 5

KPU lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LPSDK ke
KPU

Kami mematuhi penyerahan LPSDK

sesuai dengan jadwal sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan KPU

tentang tahapan, program dan
jadwal disampaikan kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten /Kota paling lambat
pukul 18.00 waktu setempat.

Ketepatan
Waktu setor
ke kas
negara)

Apabila terdapat Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Kami menerima
sumbangan yang dilarang maka
Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik mematuhi ketentuan sebagai
berikut:

a) Dilarang menggunakan
sumbangan tersebut;

b) Menyetorkan sumbangan yang
dilarang ke kas Negara; * dan

c) Melaporkan sumbangan yang
dilarang.

* Apabila terdapat hal tersebut di
atas Kami menyerahkan bukti
lapor kepada KPU Provinsi/KIP
Aceh untuk Pemilihan Gubernur
dan KPU/KIP Kabupaten /Kota
untuk Pemilihan Bupati atau
Walikota dan bukti Surat Setoran
Penentuan Peneriman Negara
Bukan Pajak ("SSPNBP").

c. LADK DAN LPSDK

7 Periode
Laporan
Penerimaan
dan
Pengeluaran

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK yaitu lingkup
waktu pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK yang dilaporkan,
dimulai sejak pembukaan Rekening
Khusus Dana Kampanye dan
ditutup pada saat Kami ditetapkan
sebagai Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur atau Bupati

1



-5-

NO. HAL UNSIJR KEPATUHAN
PERATURAN

TERI(AIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota.

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan LPSDK yaitu
lingkup waktu pencatatan
penerimaan yang dilaporkan,
pembukuannya dimulai 1 (satu) hari
setelah Kami ditetapkan sebagai
Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur atau Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari
sebelum laporan penerimaan
sumbangan disampaikan kepada
KPU Provinsi/KlP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten / Kota.

8 Pembukaan
RKDKP

Nama Bank

Nama
Pemilik
RKDKP

Kami membuka Rekening Khusus
Dana Kampanye:

a) Pada bank umum yang
mempunyai perwakilan di
Provinsi dan/atau kabupaten

/kota di seluruh wilayah
Indonesia

b) Atas nama Kami, dan spesimen
tanda tangan dilakukan
bersama oleh Kami dan Partai
Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami:

Catatan:

l) Rekening Khusus Dana
Kampanye terpisah dari
rekening pribadi Kami;

2) Pengelola Rekening Khusus
Dana Kampanye adalah Kami
dan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Kami.

9 Kami menJrusun LADK yang memuat
informasi:

a) Rekening
Kampanye;

Khusus Dana

Cakupan
LADK



-6-

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON

GUBERNUR/ BUPATT /WALTKOT

ttd.
-Nama Lengkap-

CALON UIAKIL GUBERNUR/IIAKIL

BUPATI/ WAISL WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:
* Pilih salah satu.
** Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN

TERI(AIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

b) Saldo awal atau saldo
pembukaan;

c) Rincian perhitungan
penerimaan dan pengeluaran
yang diperoleh sebelum
pembukaan Rekening Khusus
Dana Kampanye; dan

d) Sumbangan Dana Kampanye

10 Cakupan
LPSDK

Kami menJrusun LPSDK yang
memuat informasi pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan yang
diterima Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Kami.



MODEL LPPDK2.PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAIilL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/ I(ABUPATEN/ KOTA
NAMA PASANGAN CALON 2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA I(AMPANYE
Periode dari tanggal 

-s/d 
tanggal 

-3
Nomor Rekening Khusus : 4

Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
A. SALDO PER5

Kas di Rekening Khusus6
Kas di 7

Barangs
Tagihan kepada 9

Utanglo

Penerimaan 11

1 Pasangan Calont2
2 Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

(Total Penerimaan) 13

3 Sumbangan Pihak Lain Perseoranganla
4 Sumbangan Pihak Lain Kelompokls
5 Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastal6
6 Lain-Lain KomitmentT

c. Pengeluaran 18

1 Pengeluaran Operasi
a. Pertemuan terbatasle
b. Pertemuan tatap muka2o

c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan
media massa elektronik2t

d. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum22

e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye23

f. Rapat umum2a
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan peraturan perundang
undangan2s

h. Lain-lain26

c Pengeluaran Modal2T

a. Pembelian Kendaraan2s

b. Pembelian Peralatan2e

c. Lain-laineo

3 Pengeluaran Lain-Lain3 1

a. Pemberian Piutang32

b. Pembayaran Utang33

D. SALDO PER 34

Kas di Rekening Khusus3s
Kas di 36

B.



Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
Barang3T

Tagihan kepada 38

Utangss

CALON GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA*

ttd
-Nama Leagkap-

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL

BUPATI/ WAKIL WALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan
diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU

sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

4. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.

5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya flumlah kas per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga
pasar fiumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (periode
sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

13. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.



16. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

17. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

18. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat
(biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik
mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan
televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode
sejak Pasangan Ca-lon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan
calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk
membuat desain alat peraga Kampanye.

24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi,
kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah
raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah,
perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode
sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain
alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya
administrasi bank.

27. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).



28. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

29. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

34. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

35. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

36. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa
Kampanye).

37. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal berakhirnya masa Kampanye).

38. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

39. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya
masa Kampanye.

40. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

41. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,
laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu



MODEL LPPDK3-PARPOL

LOGO PASANGAN CALON

PTMILIHAN GUBERNT'R DAN WAKIL GI'BERNUR/
BI'PATI DAN WAISL BI'PATI/WALIKOTA DAN WAIIIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI/KABI'PATEIT/KOTA 

-I

IIAMA PASANGAN CALON 

-2

DATTAR AKTTVITAS PENGELUARAN DAI{A I{AIIPAIIYE
PERIODE TANGGAL 

- 

S/D 

- 

3

No. a Tanggals Bukti Pengeluarano Bentuk Aktivitasz Jumlah Kas (Rp)8
Jumlah Non Kas

(Unit)s

Klasifikasi Pengeluaran to
Keteranganl I

I l0a 2tob 3 loc

CALON GUBERNI'R/BI'PATI/ trIALIKOTA CALON WAKIL GUBERITUR/WAIIIL BI'PATI/WAISL

ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye)
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan te{adi.

WALIKOTA

ttd
-Nama Lengkap-

caP



7. Dnsi dengsn b€ntuk aktivitas kampanye dapat berupa:
a. Pc4elualan Opcrali

l) PcrteEuan tcrbatas mcliputi sntara laiD transaksi biaya sewa gcdung/ruangan, cciak udangan, rooo copv, stat tulis kantor, trELnsportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pcna.l@ tcrkait dcngan Ektivitas rapat tc6ata8.

2) Pertemuan tatap muka. meliputi tansaksi antara lain biaya sewa seduns/ruanaan, cetak undansEn, 106o @"9, alat tulis kantor, transportali, konsumsi, perizinan den
lainlain penseluar€n terkait dengsn aktivitas tatap muka.

3) Mcdia massa cctak dan mcdia masea elcktlonik mencakup transakEi aJliara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cet k, ikran televisi dan iklan lainnya
menggunakan m€dia cctDk dan el€ktronik &ang dibiayai olch PasaDsd CaloD aclslah Biaya P.oduksi/P.mbuatan Iklan sedangkan penyisrannnr dibiayai oteh XPU,
sesuai p@turan KPU yang merEatur t ntarg kampanye).

a) Penyebaran balan I(ampan].e kepada umum mencakup kesiatan yang herimbulkaD transaksi, termasuk bia)€ produksi dan pen,'ebaran bahan kampany€ yara
dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepara, alat mi[tE, kalendcr, kartu rama, pin, alat tulis, payung dan/atau
stikcr paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai pcraturan I(PU yang m€ngatur tentang kampanye.

5) Pembuatar desain alat p.raaa lGapanye mencakup et E lain biayajea p.Ebuatan dcein alat pcraea Kampanye.
6) tcgiatan lain yang tidat melanggar larangan lkmpanye P€mixhan dan pe.atumn peiundana-uDdanaan mdcakup antara lair rapat umum yang dibatasi, kegiatan

kcbudayaan (p€ntas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah mSa (g€rsk jaran santai, sepeda santai), kesiatan sosial (bazaa dof,or darah, perldnbaan, h.ri
ulang tahu4, d6 kahpaD,.e Ecldui media sosid.

b. Pengeluaran Modal
r) Pemb€lian Kendaraan dnsi deugan jumlah/banyalcnya kendaraan yans dib€li dan dinilai densan rupiah kenal.t?$ tcrecbut bctdass.rkan ha-rga pasaJ.
2) Pcmbelian Pcralatan diisi dengan jumlah/batryaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah pemlatan t€rsebut berdasdkar harsa pasd. PcEbclian pcralatan

scperti koEputc!, inrentaris de lain-lsir.
c. Pensel@ lain-laiD diluar peryeluaaD opelasi daD pcngelus.ran modsl.

8. Diisi dersEr nilai mpiah pensaura.n yEns dikeluarkan s€@ra tunai de/atau konvcrsi bffiE/ jae k. dalan nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajik.n dalam
bentuk mata uang Rupiah. Apabila tedapat mata uaru lain, naka sajikaD dalam bentuk konveGi mata uaDs ters€but ke dalam mata uang Rupi€n dengan kurs tengah Barl<
Indonesia pada ta.nggal transaksi.

9. Dnsi dcngan jumlah satuan unit pengelus.ran b€rupa ba.rang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluamn berupa barans dan j6a, han6 disajikan d6lam bcnhrk satusn
baler d& j6a t rsebut. Jika barang dan jasa telsebut dapat diketahui nilai rupialmya, maka sajik€n juga nilai rupiah barans de jasa tcreebut bddasekan harga pas€f.
CoDtohDya mtara lah jasa anis, somd sgsa€m, sewa paflggutrg, transportasi, dsn lah-lain.

10. Kolom Kasifikasi PenSeluds diisi dmgan :

a. Cck list pada kobm r apabila pengeluaran berasar dari pengeluarsn operasi.
b. Cek list pada koloE 2 apabita pengeluaran beEssl dsri modal.
c. Cek list Pada KoloE 3 apabna pengclrJ3,a berasel dari pcng.luem lain-lsin.

I 1. Pada ltulom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yanS p€rlu dii€laskan.
12. KctcrucaD taEbahafl :

a. Dafrar Altivitas dan Penacluarm Dua Kabpmye dilaDpili dengan Buldi-bukti Transaksi Pcngcluaran.
b. UDtuk P.milihan Gubcmu.r dsn Wakil Gub€mur, taporan ditandatangani oleh Pasangan C€lon Gubemur d6n Wakil Gubehu.
c. Untuk Pemilihan Bupati d€n Wskil Bupati atau Walikota de Wakil Walikota, kporan ditandatangani oleh Pasangsn Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Caron

walikota dsn wakil walikota.



MODEL LPPDK4-PARPOL

LOGO PASANGAII
CALON

PEMILIHAN IIMTIM GUBERNUR DAN WAXIL GUBERNT'R/
BUPATI DAN WAKIL BI'PATI/qIALIKOTA DAN ITAKIL WALIKOTA

NATIIA PROVINSI/I(ABIIPATEN/ KOTA 

-1

NAMA PASANGAN CALON 2

DAF"TAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal s/d _3

NO4 URAIANs WMLAH I(AS (RP) o JUMLAH NON I(AS (Unit)7 KETERANGANs

CALON GI'BERNI'R/ BI'PATI/ITALIKOTA

ttd
-Nama Lengkap-

CALON trIAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAXIL

IPALIKOTA

ttd
-Nama Leugkap-

Keteraagan:

Laporan ini disusun ol.h Pasange Calon

1- Diisi dengan n6ma Provitrsi/Kabupaten/Kota teEpat Pasansm Caron m€nc€lo.kal diri.
2. Dnsi narna Pasangan C6loD yaflA mclaporkan Dea KrEI,an].e.
3. Dnsi deryo pdiode pelaporm yaitu per tanggEl penetapan PasanS€n Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhimla masa kampany€
4. Diisi dengar no urut.
5. Disi dengan saldo awal (per tanggal penetape pasdean Calon) dan saldo aI*rL p€riode trtup buku (per targgal bemkhimya lrca kampan,.c)

uana Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada taiggal trsrlsal<si.

diLetalui nilai rupiahnya, malra sajiksn juga nilai rupiah bdms tecebut berdasdLe harsa pasd.
8. Pada Kolum Ketcrangan diisi dengsn hs-l-hsl lain yms pdru dijelaskan.
9. Keterangan tsnbahaE

a. Untuk Pemiliha Gubemu de Wakil Gubemur, lap.,la ditodatenaani oleh Psangm Calon Gubmur dan Wakil Gubernur.

Wakil Walikota.



LOGO PARPOL/GABUilGAN

PARTN POLITIK/GABUITGAN PARPOL
DEWAIT PIMPIIIIAIT DAERAH PROVNTSI/TABI'PATEN/KOTATI

LAFORAN PENERIMAAN SIIMBAXGAI{ DIIIIA I(A!,IPAIIIYE

Ketua Parpol/ cabungm Parpol
Ttd

-Nma lEngkap-

Bendahtra Parpol/ Gabungm Parpol
Ttd

-Nama lcngkap-

Kctcrugs :

Iaporm ini dilusun olch Partai Politik atau G.bungu P.rtai Politik

I Diisi dengm nma Partai Politik atau Gabmgs Partai Poliuk pcngusung Pasmgm Calon

2 Diisi dengan nma Pasmgm Calon ymg diusung Partai Politik/Gabungm Partai Folitik

3 Diisi degm pcriode sumbmgm Dma Kmpuye (periode sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU dm berakhir per tmggal akhir masa kamPmye)

4 Diisi dengm nomor urut
5 Diisi dengm tmggal pemberim sumbangu Dam Kmpmyc
6 Diisi dengaa jumlah smbmgm yang diterima

a Diisi dengm Jumlah Sumbmgm Dma Kmpmye dalm bentuk uant/rupiah (temasuk sumbmgm dalam bentuk btrmgrasa ymg telah dikonverei ke dalm rupiah scsuai dengm harga pastr)

MODEL LPPDKS.PAR.FOL

No.a Tanggals
Jumlah Sumbangan 6 Beatuk Sumbangaa 7

Asal Sumbangang
Nomor Rekening

Pen5rumbange

Nomor Rekeniag
Penerlmalo

Buktirr t2Keterangan
(Rp) u" Unit 6b TunaiT' BaraagTb Jaga7"

xtPADA PAS/ING/IN CALON-'?
Perlodc tanggal 

- 

sampal 

-3



b Diisi dengmJumlah Sumbmgm Dsa Kmpanye dal,am bentuk Bamg
7 Diisi dengm Bentuk sumbangan yang diterima

a Diisi dengm bcntuk sumbangan berupa umg tunai
b Diisi dengm betuk smbmgm berupa btrmg
c Diisi dengil betuk sumbmgm berupa jda

8 Dihi dengm asal sumbmgm/pembcri sumbmgm
9 Diisi dengm nomor rekening lEnyumbmg (sumbm8m tumi)
10 Diisi dengan nomor rekcning penerima sumbangan (sumbmgan tumi)
11 Diki dengm bukti sumbangm (bulifti trmsfer, nota balug, dll)

12 Diisi dengm ketermgm terkait sumbmgm
13 Untuk Gabungm Partai Politik ditmdatmgani oleh Gabungm Partai Politik pengusmg Pasangan Calon dm cap seluruh partai pengusung



LOGO PANPOL/GABTNK}AIT
PARPIOL

PARTN POLITIK/GABI'NGAN PARP'OL

DEWAJT PIMPINAN DAERAH PROVIilSI/IIIBI'PATEIT/KOTA*I

I|/TMA PROWNSI/KABUPATEI|/KOTA 2

DAFIAR PENERIMAAN ST'MBANGAN DANA KA}IPAIrIT PAS/IITG/IN CALOI{ 3

PERIODE .........r/d.......... 4

L/I}IPIRAI{ FORIf,I'LIR MODEL
LPPDKS.PARPOL

NO
ASAL ST'}IBANGAI{
DANA KAMP/TNYE

BENTUK SIIMBANGAN DANA KAMPAI{YE
JI'III,AII

(Rp.l 8 KETERAIIGAI{ 9
UAilG 6 BARAITG 6 JASA ?

lRp.l (Rp.l & lUaltl 6 (Rp.l 7' (Bcntukl a

I Pasangan Calonro

a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikotaro'
b. Nama Calon Wa-kil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil

- 
walikotarob

2. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politikrt
a- Nama Partai Politikrr'
b. Nama Partai Politikrtb

c. dst.

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 12

a. Nama Penyumbang l2'

Alamat Penyumbang''b' ................

No. Telp Peny'r:mbang r2':

No. Identitas Penyumbang'2o:....,.....

No. NPWP Penyumbang 12'

b. dst.

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 13

Nama Kelompok 13" 
:a.

Alamat Kelompok 13b:

No. Telp Kelompok 13"

I



No. Identitas pimpinan kelompok r3d

No. NPWP pimpinan Kelompok 13'

b. dst.

5. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 14

a. Nama Badan Hukum Swasta l4a

No. Telp Badan Hukum Swasta l4c

No. Identitas Badan Hukum Swasta l4d

No. NPWP Badan Hukum Swasta l4e

b. dst.

TOT/TL TOTAL 15 TOTAL '5 TOTAL 15 TOTAL 15

Ketua Parpol/ Gabungan Parpol Bendahara Parpol/ Gabungan Parpol
Ttd

-Nama Lengkap-
ftd

-Nama kngkap-

LqEE bl.llrll'u oLl Llt l loltlt.t ! crtultu !.tt l DoBtt
r. Dibi d.tr8e @ Pbttai Politil/Cahu.Ae P.rt i Politi& P.nguMg P..angM C.lon
2, Diili d.rgan m Prwiri/Kalupat n/Kot t mp.t P.m ih{ bcrr$8runE
3 Dii.i <Lngan n.m Pa.ango C.lon ysa diu.uA Pgrtai Folitik/Gdunas Partai Politik

a. Dituudd p.riod. I5Ftu F.nditrl.E Suobenge DsE r'Mp.ryr lFriod. s.j.L p.nctapu p.ssae 616 oLh KPU lspai ddlge h.cehiEDa n.E tampuy.)
5. Dibi d.ogan total Fn rinAs sunbdge Dana !(anp6F liang b.tupa usa d.t m thtu < mta ung IhrFiEh, Aprtil. tod.p.t Mt u.ng l.in, mt disajild

dalm bentuk konrcGi mta u6A t6.rbut kc dalam Mta uang RupLh deng& kE t.nA.h B.nt lndon .ta p.da t rgg.l ltu..hi.
5. P.ncrim@ Sumbdga Dda Kqmp.tDr y6g bcrb.ftuk b.mg :

a. Dini d.nam jumLh rEuitrea sumbuge Dsa Kmp.rJe .lcnae nilai Rupiah ysa mcrulako halil konEEi bareS kc dald liLl Ruplah bcrdddtcn hda. pas
b, Dii.i d.ng.n juEllh *tue uDit lumhsJtge b.Npa 6.!sng tEng dit rim.

7. PaErif@ Sufrbdrgd Ds. I(,nDdyr rsng bcrb.nnrk Jua :

a. Dii.i d.nam juDlah lEMitrlaa &Dbula Dea Kmp.nlE d.ngln nilai Rupiah yalg m.rupal@ lEil k6EBi j@ kc <taIM nilat Rupirh b.rda$hn h.tEa p!@.
b. Dlbi d.nao bcntu* $dbertad b.ruprj&. y.nA <ltterlrE .

a. Dii.i dcrgu jurUah pacdm@ BmbalAo D.m (ampa yc dcnga,ilai Rupiah (m@pa}ln hatl pdluolahottap b.Ji. p.d. kolon 5 + 6i + 7e)

9. Dibi d.nEan h.l-har hin yag pc u dij.lake, !.pcrti rincis juEl.h uDit pads tolom b.mg dan ju.

2

Alamat Badan Hukum Swasta l4b :.............
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b. Dltd d.ng.n lr.d Crron W.ldl Ouh.rnE/W.ldl Arp6d/W.tdl W.libta b6.rtl nibi Fr&dtDgryr

.. Dii.i datgE t@ P.rt i Foffit t EtE liLi paEhdrlyr
b. Dii.i itoga. !:.@ P.rt i Fo&ik hcst lld Dceri&a.lrs,e

!2. Dii.i .ldr8.a juoL! qmh.nA.r D.B &arpany. Fas bqud ilati .@b.Dsu piht lai! E6@E!aln.
.. D!!t &!A6 !.q panyunb.nt
b. Dlt ld.rE n.LDt !6!'ab.!g
c. Dii.i &agm No t lp E rryuobogyeg drD.t .lihubutrgi (.Ltl4
d. Dibid.i8 n Noidatit . EqUuDb.lg
e. Diirl d.!ga Noau Polok Wrlib Pqi.L p.4,@b.!g

13. Dbi dcDgdluEl-h B@bur8e D.m lkmpo4€ yrrE baa!.ldai .6b.nEe !ih.k i.ln k khpo!...!uai id6dt ! !6yubsng k loir4DL
a.Dii.i d.rg6 tr.n kcr@Dok F yueDdS
b. Diili d6g& rf.Dlr L.h@Eot D.q,uebdrg
c, Dii.i iloarn lfo t lp k l@Ft Fr{rubang yrng d.pat dhubulel l.&dll
d. Diild dcoge [o idcudt . E@ioDia tcloapor
.. Dii.i .lcnaE Notl$ PoLok Wajib Paj.L p.rnmph L.loDpot

14. Diisi d.rad .rbrrlaln D.G X.tp.njE ,ug h.rE!.I ddi .ubsgs b..lan hutrE .sEta .c.ui Ll@tit6 ,.oJroab.rE D(i.! hulu6 .w5t4
a Dii.i d.rue tl@ b.tt n hulh .sat Frymb.Dg
b. Dtlll dago.'.-.r FrryuobrrE
c. Diili dc.gu No tb pimDi@ brda huldro .qat ,E g d.p.t drhubuiEt (.ttl4
d. Dii.i d.n86 mmd idcntitr. F,ryMtdrg dapat b.rPl ak Fn liri.r b.de lutum .sut
.. Dii.t d6ge @d Pokok W.jb P.j'ik hrde huklE mta

15. Dti.i dcnge total LcelurufM pdEdDad lubonee Dae lkip.,ry! y.ng dtt dm P...rgrr C.Ior
16. Unhr,. Oebung.n Part i Politit .Utandatdrgui ol.h Gaburae P.rt i Politik p.Dau.una P.rege Calon ihr ep *Iutuh p.rt l laeu.unA

*pilih salah satu
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERI{YATAAN PET{YUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA I{AMPANTE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNI'R/
BUPATI DAI{ WAKIL BUPATI/UIALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

yang bertanda tangan di bawah ini

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kani tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-ben€unya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAT{ PEI{YUMBAI{G
PIHAK LAIN KELOMPOK

DANA I{AMPANTE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATT DAr{ WAIIIL BUPATI/UTALIKOTA DAI{ trrAI{IL WALTKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini
Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
Nomor telepon/telepon
genggam (aktifl
Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
AsaI Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kani tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERITYATAAN PEITYT'MBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

DAIIA KAMPAIIIYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN UIAKIL GUBERNUR/ BUPATI
DAN WNIIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAIIIL WALIKOTA

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

NOMOR: _



Model LPPDKI-
PERSEORANGAN

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA I(AMPANTE
PASANGAN CALON PERSEORAGAIT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL UIALIKOTA*

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama
Alamat
Alamat domisili
Jabatan

2. Nama
Alamat
Alamat domisili
Jabatan

Calon Gubernur/ Bupati /Walikota-

adalah Calon Gubernur/ Bupati/Walikota*, dan

Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota_

adalah Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota*,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor
Tahun tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota** dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Tahun yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**
sebagai berikut:

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAI{

TERKAIT
PATUH/TIDAK

PATUH

1 2 3 4 U

A. UMUM

Cakupan
Laporan

Kami melaporkan LPPDK (paling
lambat 1 (satu) hari sejak
berakhirnya masa kampanye
paling lambat pukul 18.00 waktu
setempat) kepada KPU

Provinsi/KlP Aceh untuk
Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP
Kabupaten lKota untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota
LPPDK dilengkapi dengan :

a. Formulir Model LPPDKI-
PERSEORANGAN;

b. Formulir Model LPPDK2-

1. Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang Pemilihan
Gubernur dan
Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil
Walikota**; dan

2. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
Nomor
Tahun

1.



-2-

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAII

TERKAIT
PATUH/TIDAI(

PATUH

1 2 3 4 5

PERSEORANGAN;
c. Formulir Model LPPDK3-

PERSEORANGAN;
d. Formulir Model LPPDK4-

PERSEORANGAN;
e. Formulir Model LPPDKS-

PERSEORANGAN;
f. Surat pernyataan pen5rumbang

pihak lain perseorangan;
g. Surat pernyataan penyumbang

pihak lain kelompok;
h. Surat pernyataan penyumbang

pihak lain badan usaha;
i. CopA bukti Tagihan/Utang;
j. Bukti-bukti Transaksi

Penerimaan dan Transaksi
Pengeluaran; dan

k. Pembukuan Dana Kampanye
Pihak Lain.

Dilampiri dengan :

a. LADK yang dilengkapi dengan :

1) Formulir Model LADKI-
PERSEORANGAN;

2l Formulir Model LADK2-
PERSEORANGAN;

3) Formulir Model LADK3-
PERSEORANGAN;

4l Formulir Model LADK4-
PERSEORANGAN;

5) Formulir Model LADKS-
PERSEORANGAN; dan

b. Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye
yang dilengkapi dengan :

1) Formulir Model LPSDKI-
PERSEORANGAN;dan

2) Formulir Model LPSDK2-
PERSEORANGAN.

tentang Dana
Kampanye Peserta
Pemilihan
Gubermrr dan
Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil
Walikota**.

2 Periode
Pencatatan
Dan
Pelaporan

Kami melakukan pencatatan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye dimulai sejak
pembukaan Rekening Khusus
Dana Kampanye dan ditutup pada
saat masa Kampanye berakhir.
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NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAI{

TERKAIT
PATUH/TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

B. PENERIMAAN DAT{

PENGELUARAN DANA
I(AMPANYE PEMILU

3 RKDKP Kami menempatkan Dana
Kampanye berupa uang, pada
Rekening Khusus Dana
Kampanye yang dibuka oleh Kami
atas nama Kami pada Bank

4 Batasan
Maksimum
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah
penerimaan sumbangan
(mencakup uang, barang,
dan/atau jasa yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk hutang
dan diskon pembelian barang
atau jasa yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual beli
secara umum) yang dilaporkan
dalam LADK, LPSDK dan LPPDK
tidak melebihi jumlah di bawah
ini;

a)Rp. 75 Juta untuk penyumbang
perseorangan; dan

b)Rp. 750 Juta untuk
penyumbang kelompok
dan/atau badan usaha swasta.

5 Batasan
Pengeluaran
Dana
Kampanye

Kami mematuhi pembatasan
pengeluaran Dana Kampanye
berdasarkan Keputusan KPU
Provinsi/KlP Aceh untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan Keputusan
KPU/KIP Kabupaten / Kota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota

6 Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LADK ke
KPU

Kami mematuhi penyerahan
LADK sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan yaitu 1 (satu)
hari sebelum masa Kampanye
paling lambat pukul 18.00 waktu
setempat.

Ketepatan
Waktu

Kami
LPSDK

mematuhi penyerahan
sesuai dengan jadwal
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NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAIT

TERKAIT
PATUH/TIDAK

PATUH

2 3 4 5

Pelaporan
LPSDK ke
KPU

sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan KPU tentang tahapan,
program dan jadwal disampaikan
kepada KPU Provinsi/KlP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten /Kota
paling lambat pukul 18.00 waktu
setempat.

Ketepatan
Waktu setor
ke kas
negara

Apabila Kami menerima
sumbangan yang dilarang Kami
mematuhi ketentuan sebagai
berikut:

a) Dilarang menggunakan
sumbangan tersebut;

b) Menyetorkan sumbangan yang
dilarang ke kas Negara; * dan

c) Melaporkan sumbangan yang
dilarang.

* Apabila terdapat hal tersebut di
atas Kami menyerahkan bukti
lapor kepada KPU Provinsi/KlP
Aceh untuk Pemilihan Gubernur
dan KPU/KIP Kabupaten /Kota
untuk Pemilihan Bupati atau
Walikota dan bukti Surat
Setoran Penentuan Peneriman
Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").

c LADK DAN LPSDK

7 Periode
Laporan
Penerimaan
dan
Pengeluaran

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK yaitu lingkup
waktu pencatatan penerimaan
dan Pengeluaran LADK yang
dilaporkan, dimulai sejak
pembukaan Rekening Khusus
Dana Kampanye dan ditutup pada
saat Kami ditetapkan sebagai
Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur atau Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota.

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan LPSDK
yaitu lingkup waktu pencatatan

1
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NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAT{

TERXAIT
PATUH/TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

penerimaan yang dilaporkan,
pembukuannya dimulai 1 (satu)
hari setelah Kami ditetapkan
sebagai Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur
atau Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota
ditutup 1 (satu) hari sebelum
laporan penerimaan sumbangan
disampaikan kepada KPU
Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten /Kota.

8 Pembukaan
RKDKP

Nama Bank

Nama
Pemilik
RKDKP

Kami membuka Rekening Khusus
Dana Kampanye:

a) Pada bank umum yang
mempunyai perwakilan di
Provinsi dan/atau kabupaten

/kota di seluruh wilayah
Indonesia

b) Atas nama Kami.

Catatan:

1) Rekening Khusus Dana
Kampanye terpisah dari
rekening pribadi Kami;

2) Pengelola Rekening Khusus
Dana Kampanye adalah Kami.

9 Cakupan
LADK

Kami menJrusun LADK yang
memuat informasi:

a) Rekening Khusus Dana
Kampanye;

b) Saldo awal atau saldo
pembukaan;

c) Rincian perhitungan
penerimaan dan pengeluaran
yang diperoleh sebelum
pembukaan Rekening
Khusus Dana Kampanye; dan

d) Sumbangan Dana Kampanye.

10 Cakupan
LPSDK

Kami men5rusun LPSDK yang
memuat informasi pembukuan
yang memuat seluruh penerimaan
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Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON

GUBERNI'R / BUPATI / UIALIKOTA*

Ttd
-Nama Lengkap-

CALON trIAIfi L GUBERNUR/ WAKIL

BUPATI/ trrAKrL WALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

Keteranqan:
* Pilih salah satu.
** Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN
PERATURAT{

TERI(AIT
PATUH/TIDAI(

PATUH

1 2 3 4 5

yang diterima Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang
mengusuikan Kami.

I

ri..r...... ,



MODEL LPPDK2-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/ WALIKOTA DAN WAXIL UTALIKOTA*

NAMA PROVINSI/ I(ABUPATEN/ KOTA
NAMA PASANGAN CALON 2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA I(AMPANTE
Perlode darl tanggal _s/d tanggal 

-3
Nomor Rekening Khusus : 4

Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
A. SALDO PERs

Kas di Rekening Khusus6
Kas di 7

BarangB

Tagihan kepada 9

Utangto

B. Penerimaan 1l

Pasangan Ca1on12

2 Sumbangan Pihak Lain Perseoranganl3
3 Sumbangan Pihak Lain Kelompokra
4. Sumbangan Pihak Lain Badan Usahals
5 Lain-Lain Komitmenl6

c. Pengeluaran 17

1 Pengeluaran Operasi
a. Pertemuan terbatasls
b. Pertemuan tatap mukale
c. Pembuatan/produksi iklan di media massa

cetak dan media massa elektronik2o
d. Penyebaran bahan Kampanye kepada

umum2l
e Pembuatan desain alat peraga Kampanye2z

f. Rapat umum23
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan peraturan perundang
undangan2a

h. Lain-lain2s

c Pengeluaran Modal26

a. Pembelian Kendaraan2T

b. Pembelian Peralatan2s

c. Lain-lain2e

3. Pengeluaran Lain-Lain3o
a. Pemberian Piutang3l
b. Pembayaran Utang32

D. SALDO PER33

Kas di Rekening Khusus3a

Kas di
Barang:o
Tagihan kepada 37

1.

F



Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
Utangse

CALONGUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* CALONWAKILGUBERNUR/WAKILBUPATI/WAKIL

ttd
-Nama Lengkap-

WALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan

laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan
diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh
KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.

5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya fumlah kas per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga
pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (periode

sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.

16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).



4. Diisi dcn8sn nomor uiut.
5. Dtsi dcngan sardo awal (per t nggal pen€tapan passngEn Calon) &n saldo sldri, periode tutup buku (per tanggEl beralddmya

mata uang Rupiah dedgan kurc tcngah Bank Indon.sia pada bnE[ar tansaksi.
7. Diisi dengan jurdah satuan unit apabila laldo/kas tersebut b€rupa barang, Unit berupa ba$ng harus di€ajikan dalam b€ntuk satuan barang tersebut. Jika barang terscbut

dapat diketsnui nilai rupia}trya, maka sajikan juga Dilai rupiah baEng tcrscbut bcrda8ark6n harga paEar.
8. Pada kolom K.terargan diisi dcngEn hal-hal lain yang perlu dijelsskan.
9. Keteranganta.rnbahan:

a. Urtuk Pemilihan Gub€mur dan Wakil Gub€mur, taporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gub€mur dan Wakil Gubcmur.
b. Untuk Pemilihar Bupati dan wakil Bupati atau walikota dan Wakil walikota, laporan ditadatangani oleh Pasargan calon Bupati dan wakil Bupati/Pasangan Calon

Walikota de Wakil Walikota.



LOGO PASANGAN CALON

PEIIILIHAII GI'BERNT'R DAI| WAIIIL GT'BERNI'R/BUPATI DAI{ WAXIL BIIPATI/WALIKOTA DAIT 'WAISL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/XABI'PATEI{/KOTA 

-I

PASANG/IN CALON 2

DAI'TAR PENERIM/IAN SUMBANGAI DAI{A I(AMPAITYE

PERIODE .........8/d.......... s

NO
ASAL SI'}IBANGAN
DANA KAMPAIYYE

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPAIrYE
JT'III"AII
(Rp.l' I(ETERAI{GAI 8UAilG 4 BARANG S JASA 6

lnp-) (Rp.l & lUnitf s lRp.l & (Bcntukl e

I Pasangan Calone

a. Nama Calon Gubernur/ Bupati/Walikotae"

b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil

- 
w.likot"'o

2. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan lo

a. Nama Penyumbang lot :,..,....................

Alamat Penyumbang 'ob:

No. Telp Penyr.rmbang ltu:

No. Identitas Penyumbang'oo'........

No. NPWP Penyumbang ro'

b. dst.

J. Sumbangan Pihak Lain Kelompok rr

a. Nama Kelompok ll'

Alamat Kelompok llb:

No. Telp Kelompok ll"

No. Identitas pimpinan kelompok rrd

No. NPWP pimpinan Kelompok rr'

MODEL LPPDKS-
PERSEORAITGAIT



dst.

4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12

a. NamaBadan Hukum Swasta 12a

Alamat Badan Hukum Swasta 12b

No. Telp Badan Hukum Swasta 12c : ..............

No. Identitas Badan Hukum Swasta l2d

No. NPWP Badan Hukum Swasta l2e

b. dst.

TOTAL TOTAL 13 TOTAL 13 TOTAL 13

Calon Gubernur/ Bupati/Walikota
ftd

-Nama Lengkap-

Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
Ttd

-Nama Lengkap-

lapom ioi di.lll6 oLh PMgan Calon
r. Dii.i .lc.ge N.m Pr@i!.i/lGbupatca/Kota tcmpat Pdrilih- t,ctl"ngtES
2 Dii.i d.nAe nffi PasnAs c.ron P.@8s
3. Dihrli.l6n pqiod. Lspotu P.n.nM Sunbansd Dae rmpan e lp.r.Dd. ejs& p.n tape p5!&as c.lon oLh (PU suFi doSe h.rakhimF lE kamFny.).
4. Diisi dcngd tot l pcn€ifrad .mb6gd Dea IGmloirc yma b@pa ualrg dalan tEntuk mt uang Lupiah. Apabila t rdapot Mta uans Lin, nak. di!.jike

dalam bcntut konEni mata ueg td*but kc dal@ mata Ene Rupiah dc.g& ku$ teng.lr B.nt Ind@.sia pada taiggrl traftE&li
5. Prn.rim@ Sumb&go D@a (@!anyc y@a bcrb.ntuk b@g:

{ Dibi d.rgm j8lah p.ndit::!d lsbango D.m x.Epsy. d.Dgs trihi Rupi.n yma mNpalan h6il konErsi baErg k dalaD oilai Rupiah bcrdaslcr hatE p.s
b. Dn.i .lcngs jumbh satuo unit .umb6nEd b.ruEA baEna lxha drtcrir.

6. P.n.rimm sumbeg.n Dua Kamp.Dy. yma b.rh.ntukjsal
a. Diii d.ngm juDl.h p.ndi,M .lmbeAe D.E (upey. d.Dgs trilii Rupiah y.na m@paLan h6il konEBi je kc dalm nnai Rupiqn H66kan harg. pss.
b. Dii6i d.Dgu b.ntuL dmb.nAs h.rup. js. yos dit6im.

7. Dii.i d.nAe jumlqh p.tr.rihen .mbdge Dea I(@p6rt dcrAe nll.t Rupiah {lrlmpa}.r hasil pajMllhs dsp bai. pda kolom 4 + 5a + fE)
A. Dii6i dcnge hal-hal lain yeB pcrlu dijcla.kan, .cpcrtr ri.cisjunrah unit lEda koio6 baJaltg d6je.
9. P.Ddib.s leg b.ra.al .t ri Pa.6ga cttoD yanA .umb.r dsarya hdE!.I d.ri h.tta k t yas Ddbalti Palsgo c.lon:

a, Dii:i d.Dgu nma C.lon Guh.mur/Bupad/WaXkota b.6.rta nltal p.ciffiya
b. Dii3i dogEn n@a Calon wahr Gub.ro/war Bupad/wakl w.likota tEGta lilai pcrctio..r.ra

10. Dii.i d.nge juhLh sumbsge D.m xnpdr,E yEng 6d6.1 ddi sumh&gs pilE* lain D.E.oEae.
.. Dibi doae n.lc payumh.ns

2

TOTAL 13



11

12.

b. Dii.i dcrSe all!.t ,Eiyumhllg
.. Dii.i d.nas nmd t l.pon Fnyumb.rg y.ng dapat dihuhuigi (akti4

d. Diisi d.Dad mmr iddtits lanyumhrg
c. Dii.i d.ng6 N@d Pokok Wqiib Pqi.k lay@bang
Dtui d.Dgu jumhh lunb.rae DaE xMpelE ys8 b.ru.I dEi .@ba!86 pihak rain k lompok qui idcrtit s !cr,!@b.!g t lompok.
!.Dii.i dengr, r:m. Lcl@pok pdryubarS
b. DiCi .l.trge al@t t l@pok p.nyuEbstrg
c. Diisi d.nge noEd t Lpon lclMpo& p.nyubds )€ng d.pat dihubunSi {aLti4
d, Dnsi d.nas nmd ld.ntlt r lernl-pin lcl@pok
.. Dii.i denga! Nomo. Pokok w.jib Pl,j.L lEnimpin kelon!6t
Dii.i dengd suDatrge DaE IGmpaltyc ,aE Der6al d.i 3ub6ge had6 hrLu6 .{@ta s.Mi id.ntit!. p.nylDbsn8 bads hukuE sssra.
a, Dii.i d.rge !l,@ bado hukum sasta permbdg
b, DiEi ddrgd alaaat bad.n hul@ set pcnyMbsJa
c. Dii.i d.ns6 tr@6 t repon pimplt@ baal6 huku6 ss@ta y.ng &Dat dihuburC hr.tir)
d. Diisi derAsn nomor idcatits pcnyultb.ig daFt bmpa ahc p.ndirlan bad.n hukun .wta.
e. Di.i dcnge NotM Pbkok wajib P.jak bad.n hu&un .gst
Diisi dcag@ total tc&lururun pcnc.io@ suobaigd Dana K@palF yar8 ditcdm Palege CElon

Uafuk Pcmilih& Oubcmu dan wakil Guh.mu, Iapord ditantlatalga! orch Cql@ Gub@u. <1,.n Waldl Oubdnui
Untuk P.milih{ Bupati .hn Ws}il Bup.ri atru Walikotr dd Walil WElitota, I3p@n ditan l*a.gei oLh C..lon Btrpati dd wat Bupad atsu cdon w.litob .lan wakil walikot!.

*pilih salah satu

l3
t4

3



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERITYATAAN PENYUMBANG
PIHAII LAIN PERSEORANGAN

DANA I(AMPANTE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/UIALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2.Kani tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERITYATAAN PENTUMBNTG
PIHAK LAIN KELOMPOK

DAI{A I{AMPANTE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
nomor telepon/telepon
genggam (aktifl
Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-





17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat
(biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan
calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk
membuat desain alat peraga Kampanye.

23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).

24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
(pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai,
sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain
alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya
administrasi bank.

26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

28. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).



30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal berakhirnya masa
Kampanye).

36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal berakhirnya masa Kampanye).

37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasaper tanggal berakhirnya
masa Kampanye.

39. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

40. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,
laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu



MODEL LPPDK3-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKL GI'BIRNUR/
BI'PATI DAN WAIilL BI'PATI/WALIKOTA DAN WAXIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI/ I(ABI'PATEN/ KOTA 

-I

NAMA PASANGAN CALOIT 

-2

DAFTAR AKTTVITAS PENGELUARAI{ DANA I(AMPANTE
PERIODE TANGGAL 

- 

S/D 

- 

3

CALON GT'BERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA

ttd
-Nama Lengkap-

CALON qIAI(IL GUBERNUR/ WAKIL BUPATI/ITAIIIL

WALIKOTA

ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

I . Diisi !,3ha Provinsi/Xabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencaronkan diri.
2. Dnsi nama PasanSan calon yang melaporkan Dana Kamparryc.
3. Diisi densm pcriodc pelaporan (period. scjak p.f,ctapm psssam calon olch KPU sampai dengafl berslhimya masa kampanyc).
4. Diisi dengan nomor urut keSiatan.
5. Dtsi dengd tanggal pada saat penggunaa! tedadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana rbmpanye dapat berupa kwitansi, buldi hansfer, butli pengeluaran atau buldi pcngduaran lainnya
7. Diisi dengan bentuk aldivitas kMpanye dapat berupa:

No. a Tanggals Bukti Pengeluaran6 Bentuk Aktivitasz Jumlah Kas (Rp)a
Jumlah Non Kas

(Uni1)s

Klasifikasi Pengeluaran to
Keterangant I

I l0a 21ob J 10c



a. PcngelM OpcBi
l) Pertemuan terbatas Ecliputi antara lain tsansaksi biaya Bda gedung/ruaD8an, c€tsk undangaD, ,oio .opg, alat hrlis kantor, tldsportasi, l.oBlesi, pcrizinan dan

lain-lain pdA.lll5,a terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
2) Pcrtcrnum tatap muka. meliputi t ansaksi anta$ lain biaya sewa gedung/ruan8an, cetak undangan, /oro cop!,, alat tulis kanto!, t arsportasi, konsuEsi, perizinan &n

lain-lain p.ngeluaran te .ait dengan aktivitas tatap muka.
3) Media massa cetak dsn media massa dcktronik mcncakup traflsaksi antaE lain bia,e p@butan iklsn radio, iklan rn€dia cetak, iklsn tclcvisi dan ildan lainnya

menggmaksn mcdia cetak dd .lekhodk Ues dibiayai olch PasaDgarl Calo. adarah Biaye Produksi/Pembuatan Ikrd scdesku peDyialfunDla dibiayai oleh KPU,
ssui peraturan KPU yang menSatur tent$g kampany€).

4) Penyebann bahsn IGmpanye kepada umum menc€kup kegiatan yans Ecnimbulkar haneaksi, termasuk bia)€ prcduksi dan p€ny€baran bshsn k mpanye yaag
dibiayai olch Pasgan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaisn, penutup k€pala, alat minum, karender, kartu na.ma, pin, alat tulis, palmfls de/atau
stiker pa-ling bessr ukuran t0 cm x 5 cm sesuai peraturan KPU yang m€ngatur tentaflg kampanye.

5) Pembuatan desain slat p€raga Kampdye mcnc€kup sntsra lain biayajasa pmbuat8n dcsain alat p€raga IGmpanye.
6) Kesiatan laiD yms tidak melangger larangan riampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain mpat umum yang dibatasi, kcgiatan

kebudalasn (pentas s€ni, panen raya, komer musik), kegiatsn olah raea (gcHk jalan santai, s.peda ssntai), kegiatan sosisr (razar, donor derah, perlombaan, hdi
ulang tahun), dan kampany€ Eclalui mcdia Eosirl

b. Pen8eluaEn Modal
r) Pembelian Kendanan diisi dengan jumlah/bsnyalmya kendsraan yanA dib€li dan dirdlai dengan rupiEl kenda.rasn tersebut berdasarkan har8a palar.
2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaldrla p€ralatan yang dibdi dan diDilai ddge rupiah pera.latan ters€but bcrdasa.rkan harga pasar. Pembeli€n pemlatan

seperti komputcr, trvcflt ris dar lah-lah.
c. Pcryeluean lain-lain d u5l p€ngeluaran operasi dan peng€luaran modal.

a. Diisi d.Dse ailai rupiah penggunaan yanS dik€luarksn secara tunai dsn/atau konversi barang/ jasa ke daram nilai Rupiah, Rp fRupiah) berupa uang harus dtuajikar dalam
beDtuk mta uanA Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajilan dalam bentuk konversi mata uang tercebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kuB t ngah Balk
Indonesia pada taragal transaksi.

9. Diisi dengan junf€n satuan unit pcngcluarar bcrupa ba-raDg/jasa yang dikclEkan, Unit berupa p.DseluaErr berupa batarE dan jasa, hars disajikan dat€.rn bentk satuan
bsrang dall jasa terscbut. Jika b6Ena dm jae t.rs.but .lapat dikctahui dlai rupialnya, maka sajiko juga Dilai rupiah breg de jasa teBebut badasalkan harga pasar.
Cdtohnya antaE lain jasa aiis, soxnd sysferB sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.

10. Kolom Klasilikasi PcDgeluaEn diisi dengan :

a. Cek list pada kolom I apabila pengeluaran b€rasal dari pengeluarsn operasi.
b. Cek list pada kolom 2 apabila p€ngcluaEn b.rasal d6ri modal.
c. C.k list Pada l(olultl 3 apabila pengeluM bemsal daii pengeluaraD lain-lain.

11. Pada Kolum Ketlrangan diisi dengan hal-ha-l lain yE lg perlu dij€laskan.
12. Kete.angan tambahan:

a. Daftar Aktivitas dan PenAeludd Dam Kupdye diLhpili dengan Bukti-bulti Tiansaksi P€ng€luaim.
b. Untuk Pemiliha Gubemur dan Wakil Gubemur, l,aporan ditandatangani oleh Pasangan Caton Gubemur dan Wakil Cubemur.
c. Untuk Pemilihsn Bupati dd Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Leporan ditandatangani oleh Pasangan Caron Bupati dar Wak Bupati/PassDge Calor

walikota dan wakil walikota.



MODEL LPPDK4-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN T'MI'M GT'BERNUR DAI{ WAISL GI'BTRNI'R/
BUPATI DAN IIIAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN ITAXIL WALIKOTA

NAMA PROVIilSI/KABI'PATEN/ KOTA 

- 

I

NAMA PASANGAN CALON
DAE"IAR SALDO DANA KAMPA}IYE

Perlode dari tanggal s/d

NO4 IIRAIAN5 JITMLNI I(AS lRp) o JIilILNI NON I(AS (Unitf z KETERANGANs

CALON GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA CALON WAXIL GI'BERNUR/ WAKIL BUPATI/IPAKIL

c

ttd
-llama Leagkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye

WALIKOTA

ttd
-Nama Leagkap-



LAMPIRAN V

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NoMoR : r74 1HK.03.2-Kpt I 3276 IKPU-Kot/lxl 2o2o
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2O2O DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM COROITA Y/RUS D/SEASE 2OI9

(covrD-1e)

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK

TAHUN 2O2O

1. Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;

2. Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye;

3. Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye;

4. Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang

diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

5. Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon

Perseorangan;

6. Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk

Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik;

7. Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk

Pasangan Calon Perseorangan;

8. Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk
Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik; dan

9. Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk
Pasangan Calon Perseorangan.



CONTOH BAPENERIMAAN
UTDK

BERITA ACARA

NOMOR : ..................

TENTANG

HASIL PENERIMAAN TAPORAN AWAI DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL

BUPATI/WAIIKOTA DAN WAKIL WALIKOTAI)

PROVTNST/KABUPATEN/KOTA ................ TAHUN .......

Pada hari ini tanggal bulan ... tahun dua ribu Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota1) telah menerima

Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... ayat (.....J

Undang-Undang Nomor .......... Tahun .......... tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota2) dengan hasil sebagai

berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan

... tahun dua ribu .,.... pukul WIB/WITA/WIT1), Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yA11g

menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format

laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagaiberikut:

NO NAMA PASANGAN CALON
HASIT PENCERMATAN

L/Tt3) s/Ts4)
1

2

3

4

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

1

2

3

4

NO. NAMA HARI



2

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap

kepada:

1,. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

(.........................) dan disampaikan

2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... /Komisi Independen

Pemilihan Acehl);

3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI

PEMITIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTAI)

L,

2.

3.

4.

5.

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Keterangan:
1) Coret yang tidak perlu
z) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
3) Lengkap/Tidak Lengkap
a) Sesuai/Tidak Sesuai



CONTOH PENERIMAAN
LPPDK

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGETUARAN DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIT GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL

BUPATT/WALTKOTA DAN WAKIL WALIKOTAI)

PROVTNST/KABUPATEN/KOTA TAHUN ......

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun dua ribu
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota1) telah menerima

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal ..... ayat (.....) Undang-Undang Nomor .......... Tahun .......... tentang Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota2) dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan

tahun dua ribu Pukul WIB/WITA/WIT1), Pasangan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ya4g

menlrampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO. NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL WAKTU
L

2

3

4

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format
laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasilsebagai berikut:

NO. NAMA PASANGAN CATON
HASIL PENCERMATAN

L/TL3) S/TS4)
1.

2

3

4

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.



2

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ... (.........................) dan

disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... /Komisi Independen

Pemilihan Acehl);

3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMITIHAN ACEH/KOMISI

PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTAI)

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Keterangan:
1) Coret yang tidak perlu
2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
3) Lengkap/Tidak Lengkap
a) Sesuai/Tidak Sesuai

1.

2.

3.

4.

5.



CONTOH PENERIMAAN
LPSDK

BERITA ACARA

NOMOR : ..................

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL

BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTAI)

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA* TAHUN ......

Pada hari ini ......................... tanggal bulan ... tahun dua ribu

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota1) telah menerima

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan

tahun dua ribu Pukul WIB/WITA/WIT1), Pasangan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yatrg

menlrampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO. NAMA PASANGAN CATON HARI & TANGGAL WAKTU
L

2

3

4

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format
laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO. NAMA PASANGAN CALON
HASIL PENCERMATAN

L/Ttuz1 S/T5e1
1

2

3

4

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.



2

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap

disampaikan kepada:

( ) dan

L. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... /Komisi Independen

Pemilihan Acehl);

3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI

PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTAI)

L Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

2.

3.

4.

5.

Keterangan:
1) Coret yang tidak perlu
2) Lengkap/Tidak Lengkap
3) Sesuai/Tidak Sesuai



t{ol{r8,
I'NTTIK PASANGAN CALON
YANG DIUSULI{AN OLEH
PARTN POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTN
POLITIK

TANDA TERIMA

LAPORAN AUIAL DANA KAMPAI{YE

PEMILIIIAN GUBERNUR DAl{ WAISL GUBERNUR/BUPATI

DAN ItrAKIL BUPATI/UTALIKOTA DAN WAXrL WALIKOTA*

PROVINSI / I(ABUPATEN / KOTA* TAHUN ......

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari:

Nama Pasangan Calon

Hari dan tanggal

Waktu : .........

Tempat penerimaan : .........

dengan rincian sebagai berikut :

Formulir Model LADKI-
PARPOL (untuk Laporan
Awal Dana Kampanve)

Ada Tidak Ada

2 Formulir Model LADK2-
PARPOL (Untuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

3 Formulir Model LADK3-
PARPOL (Untuk Daftar
Saldo Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

4. Formulir Model LADK4-
PARPOL (untuk Format
Surat Pernyataan
Tangzung Jawab)

Ada Tidak Ada

5 Formulir Model LADKS-
PARPOL (Untuk Laporan
Sumbangan Dana
Kampanye kepada
Pasangan Calon)

Ada Tidak Ada

6. Lampiran Model LADKS-
PARPOL (untuk Daftar
Penerimaan Dana
Kampanve)

Ada Tidak Ada

7 Surat pernyataan
pen5rumbang pihak lain
Perseorangan

Ada Tidak Ada

8. Surat pernyataan
pen5rumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak Ada

9 Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Badan HukumSwasta

Ada Tidak Ada

E
1.

ll(rAUrvrI,1\



10. Copy Buku/Rekening
Koran Khusus Dana
Kampanye

Ada Tidak Ada

11 Surat Keterangan data
pengelola rekening Ada Tidak Ada

12. Copgbukti Tagihan/
Utans (apabila ada)

Ada Tidak Ada

13 Soft Copg Laporan Awal
Dana Kampanye Ada Tidak Ada

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten lKota.



t(0 M tei UNTIIK PASN{GAI{ CALON
PERSEORANGAN

TANDA TERIMA

LAPORAN AWAL DANA I(AMPAIITYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI

DAN WAIIIL BUPATI/trIALIKOTA DAIT trIAI{IL WALIKOTA*

PROVINSI / ITABUPATEN / KOTA* TAHUN ......

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari:

Nama Pasangan Calon : ...........

Hari dan tanggal

Waktu : ...........

Tempat penerimaan : ...........

dengan rincian sebagai berikut :

Formulir Model LADKI-
PERSEORANGAN (untuk
Laporan Awal Dana
Kampanye)

Ada Tidak Ada

Tidak Ada

2 Formulir Model LADK2-
PERSEORANGAN (Untuk
Daftar Aktivitas
Pengeluaran Dana
Kampanve)

Ada

3 Formulir Model LADK3-
PERSEORANGAN (Untuk
Daftar Sa-ldo Dana
Kampanye)

Ada Tidak Ada

4. Formulir Model LADK4-
PERSEORANGAN (untuk
Format Surat Pernyataan
Tangzung Jawab)

Ada Tidak Ada

5. Formulir Model LADKS-
PERSEORANGAN (Daftar
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

6 Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perseorangan

Ada Tidak Ada

7 Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak Ada

B Surat pernyataan
pen5rumbang pihak lain
Badan Hukum Swasta Ada Tidak Ada

I KETERANGAN

1.



9 Copy Buku/Rekening
Koran Khusus Dana
Kampanve

Ada Tidak Ada

10 Surat Keterangan data
pengelola rekening

Ada Tidak Ada

11 Copybukti Tagihan/
Utang (apabila ada) Ada Tidak Ada

12 Soft Copg Laporan Awal
Dana Kampanye Ada Tidak Ada

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keteranqan:
1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, I (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KlP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten /Kota.

T,,JUMLAH
'.i.DOKUMEN



i{CIM,st
I'NTUK PASANGN{ CAION
YANG DIUSULI{AN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAI{ PARTN
POLITIK

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN SI'MBANGAN DANA I(AMPAITTE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN trINTIL GUBERNUR/BUPATI

DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSI/ I(ABUPATEN/ KOTA* TAHUN ......

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari:

Nama Pasangan Calon : ...........

Hari dan tanggal : ..........

Waktu : ............

Tempat penerimaan

berikutnnclan se

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keteranqan:
1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **l Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KlP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten lKota.

Tidak Ada1

Model LPSDKI-PARPOL
(Untuk Laporan Sumbangan
Dana Kampanye kepada
Pasangan Calon)

Ada

2

Lampiran Model LPSDKl-
PARPOL (untuk Daftar
Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanve)

Ada Tidak Ada

Model LPSDK2-PARPOL
(untuk Format Surat
Pernyataan Tangzung Jawab)

Ada Tidak Ada

4 Surat pernyataan penyumbang
pihak lain Perseorangan

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan penyumbang
pihak lain Kelompok Ada Tidak Ada

Surat pernyataan penJrumbang
pihak lain Badan Hukum
Swasta

Ada Tidak Ada

Tidak Ada7
Soft Copg Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye Ada

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGANNO

3.

5.

6.



I'NTUK PASANGN{ CALON
PERSEORANGAN

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA I(AMPAITTE

PEMILIIIAN GI'BERNUR DAI'I UIATilL GUBERNUR/ BUPATI

DAN UIAKIL BUPATI/UTALIKOTA DAN UTAXIL UIALIKOTA*

PROVINSI / I(ABUPATEN/ KOTA* TAHUN ......

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari:
Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut

Diterima Oleh
Nama
Jabatan
No. Telp
Tanda Tangan

Diserahkan oleh
Nama
Jabatan
No. Telp
Tanda Tangan

Keterangan:
1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **l Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KlP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten /Kota.

1

Model LPSDKI-
PERSEORANGAN(Untuk
Laporan Sumbangan Dana
Kampanye kepada Pasangan
Calon)

Ada Tidak Ada

2

Model LPSDK2-
PERSEORANGAN (untuk
Format Surat Pernyataan
Tanggung Jawab)

Ada Tidak Ada

3
Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perseorangan

Ada Tidak Ada

4
Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak Ada

5

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Badan Hukum Swasta

Ada Tidak Ada

6
Soft Copg Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

NO JENIS DOKUMEN
STATUS

DOKUMEN**)
JUMLAH

DOKUMEN
KETERANGAN



$oMrs,
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I

I'NTIIK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAI{ OLEH
PARTN POLITIKATAU

GABI'I{GAN PARTAI
POLITIK

TAT{DA TERIIIIA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DANA I(AMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN UIAKIL GUBERNUR/

BUPATI DAN WAIIIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSI/ I(ABUPATEN/ KOTA* TAHUN......

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Walikota dari :

Nama Pasangan Calon : ............

Calon
Wakil

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan : ............

dengan rincian sebagai berikut :

1 Model LPPDKI-PARPOL
(untuk Asersi atas Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

2 Model LPPDK2-PARPOL
(untuk Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran Dana
Kampanye)

Ada Tidak Ada

3 Model LPPDKS-PARPOL
(untuk Daftar Aktivitas
Pengeluaran Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

4 Model LPPD4-PARPOL (Untuk
Daftar Saldo Dana Kampanve) Ada Tidak Ada

5 Model LPPDKS-PARPOL
(Untuk Laporan Sumbangan
Dana Kampanye kepada
Pasangan Calon)

Ada Tidak Ada

Lampiran Model LPPDKS-
PARPOL (untuk Daftar
Penerimaan Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

7 Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perseorangan

Ada Tidak Ada

8. Surat pernyataan
pen5rumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak Ada

9 Surat pernyataan
pen5rumbang pihak lain
Badan Hukum Swasta

Ada Tidak Ada

10. CopA Buku/Rekening Koran
Khusus Dana Kampanye Ada Tidak Ada

11 dataSurat Keterangan
pengelola rekening Ada Tidak Ada

T2 CopA bukti Tagihan/Utang
(apabila ada) Ada Tidak Ada

13. Bukti-bukti
Penerimaan
Pengeluaran

Transaksi
dan Transaksi Ada Tidak Ada

6.



Pembukuan Dana Kampanye
Pihak Lain (apabila ada)

Ada Tidak Adat4

15. Tanda Terima Laporan Awal
Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

Tanda Terima Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanve

Ada Tidak Ada
16

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keteranqan:
1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KlP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten lKota.

:l?SO:rl JENIS DOKUMEN tNrU,
B.OI(W${I N$:fi}

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN



IINTTIK PASAI\IGAI\T CAION
PERSEORAI\IGAN

TAI{DA TERIMA

LAPORAI{ PEI{ERIMAAN DAN PEITGELUARAN

DANA I(AMPAITYE PEMILIHAN GUBERNUR DAIT WAITIL GUBERITUR/

BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKO?A*

PROVINSI/I(ABUPATEN/KOTA* .............TNrrrN ......

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota dari :

Nama Pasangan Calon
Hari dan tanggal

Waktu
Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berikut:

1 Model LPPDKI-
PERSEORANGAN (untuk
Asersi atas Laporan
Penerimaan dan
Pengeluaran Dana
Kampanye)

Ada Tidak
Ada

2 Model LPPDK2-
PERSEORANGAN (untuk
Laporan Penerimaan

dan Pengehraran
Dana Kampanye)

Ada Tidak
Ada

3 Model LPPDK3-
PERSEORANGAN (untuk
Daftar Aktivitas
Pengelr.aran Dana
Kampanye)

Ada Tidak
Ada

4 Model
PERSEORANGAN
Daftar Saldo Dana
Kampanye)

LPPD4-
(Untuk Ada Tidak

Ada

5 Model LPPDKS-
PERSEORANGAN (Daftar
Penerimaan Sumbangan
Dana Karnpanye)

Ada Tidak
Ada

6 Surat pernyataan
pen5rumbang pihak lain
Perseorangan

Ada Tidak
Ada

7 Surat pernyataan
pen5rumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak
Ada

8. Surat pernyataan
pen5rurnbang pihak lain
Badan Hul<um Swasta

Ada Tidak
Ada

9 Copg Buku/Rekening Koran
Khusr.rs Dana Kampanye Ada Tidak

Ada

\

JENIS DOKUIVIEN
STATUS

DOKUMEN**}
JUMLAH

DOKUMEN KETERANGAN




